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Puji syukur kepada Allah SWT yang 
telah mengajarkan ilmu pengetahuan 
kepada manusia dan menganugerahkan 
kemampuan berfikir untuk membedakan 
yang haqq dan yang bathil. 
Salawat dan salam semoga selalu 
tercurah kepada Rasulullah Muhammad 
SAW yang menjadi inspirasi dalam 
mewartakan pesan-pesan langit kepada 
umat manusia sebagai rahmat bagi semesta. 
Sebuah kegembiraan tersendiri bisa memberi pengantar buku 
Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik Konvergensi Media 
Berbasis Karakter karya Iskandar Zulkarnain dan R. Masykur yang 
merupakan hasil penelitian disertasi mahasiswa Program Doktoral 
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.  
Buku ini patut diapresiasi sebagai acuan bagi insan pers dalam 
meningkatkan kualitas dan menanamkan karakter Islami. Diharapkan, 
wartawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jurnalistik dengan 
kurikulum ini dalam menjalanan kerja jurnalistiknya, tidak sekadar 
menunaikan kewajiban profesi semata tapi juga meraih ridha Allah 
SWT.  
Pengembangan model pendidikan dan pelatihan jurnalistik 
konvergensi media ini merupakan solusi atas tantangan yang dihadapi 
jurnalis era digital, era baru dengan berbagai dukungan perangkat 
komunikasi yang canggih dan modern. 
Teknologi kekinian membuat proses kerja wartawan kini 
semakin mudah, ringkas, dan cepat namun memicu degradasi mutu 
pemberitaan yang disajikan. Akurasi dan objektivitas yang menjadi 
unsur penting mutu jurnalistik ditinggalkan. 
Saya berharap buku ini bisa menjadi pegangan para pendidik 
atau pengajar jurnalistik dalam proses belajar mengajar dalam 
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organisasi profesi jurnalis maupun satuan pendidikan guna 
menghasilkan para insan pers dengan karakter lebih baik.  
Semoga ke depan akan terlahir jurnalis yang tidak hanya 
bermutu, melainkan juga menjalankan tugas kewartawanan dengan 
berpedoman pada kode etik agama dan kode etik profesi. Bila jurnalis 
sudah berkarakter, tentunya hasil karya yang dihasilkan akan 
berkualitas. (*) 
 

































Ketua Dewan Redaksi Media Group 
 
Jurnalis Era Baru 
 
Jurnalisme cabang ilmu berbasis 
empirisme. Jurnalis bekerja di tengah 
realitas yang kian kompleks. Karena itu, 
profesi ini menuntut kualitas dan 
profesionalitas pelakunya yang kian 
canggih. 
Sudah lama berlalu profesi 
kewartawanan sebagai panggilan yang 
didorong bakat alam. Sebutlah 
berkemampuan menulis, yang antara lain dimiliki sastrawan, yang 
menjadi jurnalis. Orang boleh mengambil contoh terkemuka Mochtar 
Lubis (Surat kabar Indonesia Raya) dan Goenawan Mohamad 
(Majalah Berita Tempo). Majalah Tempo bahkan seperti koloni kaum 
penulis. 
Lalu lahirlah generasi baru. Bukan generasi bakat alam, tapi 
generasi sekolahan. Sebagai gambaran, saya orang pertama direkrut 
Majalah Tempo sebagai reporter yang berpendidikan sarjana. Kala itu 
(1980, yaitu 38 tahun yang lalu),  yang dicari sarjana muda, tapi saya 
melamar dalam kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, sarjana 
bergelar Drs. dari jurusan publisistik. 
Bakat alam digantikan bakat intelektual, jurnalis yang lulus 
universitas. Dalam perjalanan jurnalisme Indonesia 
kemudian,  bahkan yang muda tidak lagi puas lulus S-1, tapi kembali 
ke kampus sambil bekerja untuk meraih gelar S-2. 
Kini jenjang pendidikan itu pun bukan lagi terminal terakhir. 
Ada kehausan untuk studi S-3, meraih gelar doktor, sebagaimana 
dilakukan Pemimpin Redaksi Lampung Post Iskandar Zulkarnain. 
Jurnalisme memerlukan kecerdasan yang lebih tinggi. Di era 
digital jurnalis dituntut berkemampuan majemuk untuk multimedia. 
Inilah generasi multitasking yang lentur dalam sistem konvergensi. 
vi 
 
Di Metro TV, sebagai contoh dalam lingkungan Media Group, 
kompetensi jurnalis sesuai sistem konvergensi telah dimulai sejak dini 
sekali, di awal karier, yaitu melalui Journalist Development Program 
(JDP). 
Di dalam program itu terintegrasi multimedia skills, baik TV 
(Metro TV), cetak (Media Indonesia), maupun online (Medcom.id). 
Di dalam lingkungan Lampung Post, jurnalis juga berkemampuan 
berkontribusi untuk Radio Sai 100 FM. 
Di dalam Media Group terbangun kultur, bukan hanya rotasi 
kancah penugasan peliputan, bahkan mutasi antarmedia. 
Contoh, seorang Desi Fitriani berasal dari jurnalis cetak 
(Lampung Post dan Media Indonesia) yang dimutasikan menjadi 
jurnalis TV (Metro TV). 
Di level manajemen puncak redaksi hal itu pun dilakukan, yaitu 
di level pemimpin redaksi. Contohnya, Usman Kansong sebelumnya 
Manajer Current Affair di Metro TV, kemudian menjadi Kepala 
Divisi Pemberitaan Media Indonesia, dan sekarang Direktur 
Pemberitaan Media Indonesia dan Lampung Post. 
Contoh sebaliknya, Abdul Kohar, dari posisi selaku Kepala 
Divisi Pemberitaan Media Indonesia, dimutasikan menjadi Wakil 
Pemimpin Redaksi Metro TV, dan sekarang Pemimpin Redaksi 
Medcom.id. 
Di level pemula, pelatihan bersama reporter dan kameraperson 
merupakan upaya pokok mengubah mindset. Kemajuan teknologi 
informasi berperan mempermudah terciptanya konvergensi.  
Dulu di Metro TV, seperti juga di TV lainnya, harus 
menggunakan kamera tertentu yang hasilnya memenuhi layak 
broadcast. Memakai bahasa hiperbola,  kameranya segede gajah. 
Dengan teknologi macam itu cameraperson merupakan jurnalis 
dengan kompetensi khusus, yang tugasnya khusus pula, berurusan 
dengan gambar.  Pasangannya ialah reporter dengan kompetensi 
khusus pula. 
Sekarang, dengan kemajuan smart phone, yang dilengkapi 
dengan kecanggihan kamera dengan hasil video yang layak 




Sesungguhnya dan senyatanya kemajuan teknologi itu 
menggampangkan perubahan mindset, karena sepertinya siapa pun 
dapat mengambil gambar dengan hasil yang bagus, yang layak 
tayang. 
Fenomena meluasnya selfie dengan hasil gambar yang 
memenuhi standar kiranya merupakan bukti tersendiri tentang kian 
tipisnya batas amateur dan profesional. Dalam perspektif itulah, 
misalnya, jurnalis warga (citizen journalist) lahir. 
Perubahan dari jurnalis 'lama' menjadi jurnalis 'baru' 
(multimedia) kiranya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di 
situ diperlukan learning capacity, yang mensyaratkan kesediaan 
untuk bersama-sama secara kolektif berproses di dalam mengatasi 
kendala. 
Akan tetapi, teknologi terus berubah dengan kecepatan sangat 
tinggi, bahkan eksponensial, karena itu media jurnalisme bakal 
tenggelam/gulung tikar, bila tidak berkemampuan menghasilkan 
software, berupa jurnalis pembelajar sangat cepat. Pertanyaannya, di 
manakah mereka ditempa? 
Jurnalisme menuntut kaum professional punya 5 C, yaitu 
capacity, capability, creativity, credibility, dan tentu punya character, 
sehingga tangguh di ruang publik. Dalam perspektif itu saya 
mengapresiasi inisiatif Iskandar Zulkarnain mengembangkan 
Kurikulum Diklat Jurnalistik Konvergensi Berbasis Karakter. 
 
















Marah Sakti Siregar 
Ketua Umum Yayasan Sekolah Jurnalistik Imdonesia  
dan Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat 
 
Menyambut Tantangan Konvergensi Media 
dalam Meningkatkan Mutu Jurnalistik Indonesia 
 
Atas nama Sekolah Jurnalisme 
Indonesia-PWI Pusat, kami menyambut 
hangat Ujian Promosi Doktor rekan Iskandar 
Zulkarnain, wartawan senior dan Pemimpin 
Redaksi Surat Kabar Lampung Post yang 
akan mempertahankan disertasinya di 
Kampus UIN Raden Inten, Lampung. Ini 
kami catat dan harus diakui merupakan 
pencapaian penting seorang wartawan di 
bidang akademis.  
Saudara Iskandar, sepanjang yang kami 
kenal, adalah wartawan yang gigih. Dia 
merintis karier jurnalistiknya dari bawah. Dari mulai reporter hingga 
menjadi pemimpin redaksi. Selama berkarier sebagai wartawan, 
Saudara Iskandar juga tidak mengabaikan pendidikannya. Dia terus 
belajar dan mengamati perkembangan jurnalistik para wartawan di 
media yang dipimpinnya. Juga di lingkungan organisasi wartawan 
seperti di Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI), di mana ia ikut aktif 
menjadi salah satu pengurus. 
Sejak tahun 2010, PWI Pusat menggerakkan program 
pendidikan dan pelatihan jurnalistik intensif dengan nama SJI 
(Sekolah Jurnalisme Indonesia) buat para wartawan ke pelbagai 
daerah. Program pelatihan yang bekerjasama dengan Kementerian 
Pendidikan Nasional, UNESCO dan pemerintah daerah (di antaranya 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) ini bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas dan kualitas wartawan Indonesia di pelbagai 
cabang PWI di daerah.  
PWI Provinsi Lampung termasuk cabang PWI yang paling aktif 
menyelenggarakan pelatihan jurnalistik SJI, yang metode dan materi 
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ajarnya mengadopsi kurikulum jurnalistik Model UNESCO 2007. 
Pengajarnya adalah para wartawan senior dan akademisi yang 
sebelumnya berlatar belakang wartawan. Program pelatihan 
jurnalistik SJI-PWI itu adalah langkah aksi PWI untuk mengatasi 
rendahnya mutu atau kualifikasi wartawan Indonesia pasca reformasi. 
Hasilnya lumayan. Menyegarkan dan memberi semangat para 
wartawan di daerah yang selama ini jarang sekali mendapat pelatihan 
jurnalistik intensif. 
Setelah empat tahun SJI berkiprah, Saudara Iskandar 
menyatakan minatnya untuk melanjutkan studi doktoralnya dan 
tertarik meneliti model pendidikan jurnalistik yang diterapkan SJI-
PWI. Kami tentu saja menyambut gembira. Setelah berkutat sekitar 
dua tahun, berdiskusi, berdialog dan melengkapi bahan studinya, 
pekan ini, 30 Agustus 2018, Saudara Iskandar akan mengikuti ujian 
disertasi doktornya. Dia meminta kami memberikan sambutan 
pengantar. Kami berpendapat permintaan itu memang diperlukan 
untuk dapat melengkapi informasi berkaitan dengan obyek studi 
doktornya. Berikut ini kami sampaikan catatan ringkas kami berkaitan 




Perkembangan teknologi informasi (digitalisasi) dan perubahan 
sistem pers harus diakui telah mengubah cara bekerja wartawan. Di 
Indonesia ihwal itu terjadi hampir berbarengan. Pada Mei 1998 terjadi 
reformasi. Rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto 
tumbang. Digantikan rezim reformasi. Diawali oleh Presiden B.J 
Habibie yang memulai diberikannya kemerdekaan pers setelah sekitar 
32 tahun berada di sebuah sistem pers yang represif otoriter.  
Di era Presiden Habibie pers merdeka. Legalitasnya dilakukan 
melalui amandemen undang-undang pers. UU lama no 21 tahun 1982 
direvisi menjadi UU no 40 tahun 1999. Secara signifikan setelah 
revisi undang-undang pers itu, wartawan bebas, merdeka dalam 
menyiarkan informasi. Tidak perlu SIUPP (Surat Izin Usaha 
Penerbitan Pers) untuk menerbitkan media pers. Tidak ada lagi sensor 
dalam bentuk apa pun bagi wartawan dan media dalam menyiarkan 
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berita. Tidak ada dan tidak perlu ada lagi campur tangan pemerintah 
terhadap kehidupan pers. 
Akibatnya luar biasa. Media massa (cetak, elektronika) sontak 
bermunculan dan meramaikan penyiaran informasi kepada publik di 
pelbagai provinsi. Jumlah media cetaknya tumbuh menjamur. Dewan 
Pers mencatat, sepuluh tahun setelah reformasi, seputar tahun 2009 
jumlah media cetak yang terbit lebih 1.000 penerbitan dengan jumlah 
tiras sekitar 19 juta eksemplar. Sebelumnya cuma 289 penerbitan. 
Dan jumlah tiras sekitar 14,4 juta eksemplar.
1
 
Muncul ekses. Bisa jadi karena eforia kemerdekaan pers. Boleh 
jadi juga karena kelemahan dalam menguasai ilmu jurnalistik dan 
ketidaktaatan pada kode etik jurnalistik (KEJ). Maka, di masa 
reformasi, justru terjadi banyak sekali pelanggaran KEJ yang 
merugikan publik. Dewan Pers menerima banyak sekali pengaduan 
masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Dewan 
Pers bahkan membenarkan sekitar 80% dari seluruh laporan 




Pada seputar 1990-an internet mulai merasuki Indonesia. Saat 
itu, menurut Wikipedia, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal 
sebagai kegiatan paguyuban network. Sejumlah individu mengutak-
atik komputer dan kemudian memanfaatkannya untuk saling 
berkomunikasi di dunia maya. Pada akhirnya, kegiatan komunikasi 
antar individu itu kemudian menjadi kegiatan sosial. Para pelakunya 
kemudian disebut sebagai pegiat media sosial (medsos). 
Di seputar tahun 1994, mulai beroperasi apa yang dikenal 
sebagai Internet Service Provider (ISP), semacam jasa pelayanan 
internet. Lembaga inilah yang setelah mendapat izin dari pemerintah 
(Departemen Pos dan Telekomunikasi) yang membuka akses 
masyarakat pemilik komputer untuk berkomunikasi: menyampaikan 
informasi melalui komputer. Inilah awal dimulainya masyarakat ikut 
menyampaikan informasi publik. Padahal, sebelumnya kegiatan itu 
hanya dilakukan wartawan melalui media massa lama/konvensional 
(media cetak dan media elektronika).  
                                                          
1 Leo Batubara: “Indonesia Bergolak dalam Paradoks” hal 591 
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Berkat internet, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima 
informasi publik, tapi sekaligus menjadi penyampai informasi. 
Dampaknya luar biasa. Masyarakat Indonesia pun dibanjiri oleh 
informasi publik yang berasal dari wartawan yang bergerak di media 
massa konvensional dan juga dari individu masyarakat yang 
menyampaikan informasi melalui komputer mereka (medsos). 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi memunculkan alat 
penyampai informasi baru: laptop, iPad dan aneka ragam telepon 
selular yang makin memudahkan masyarakat aktif menjadi 
penyampai informasi publik. Baik melalui media daring (siber atau 
online media), juga melalui short messages services (SMS), Twitter, 
Facebook, Instagram dan lain-lain. Dari semua jenis kegiatan media 
baru itu, penyampaian informasi melalui media daring kemudian 
diakui sebagai kegiatan pers oleh Dewan Pers.  
Konsekuensinya, Dewan Pers mengharuskan semua pegiat 
media daring bekerja sebagaimana layaknya wartawan di media lama 
(konvensional). Artinya, mereka harus berbadan hukum dan kegiatan 
jurnalistiknya tunduk dan menaati KEJ. Karena spesifikasi kegiatan 
media yang cepat (real time),  wartawan media daring itu juga 





Kongres ke-22 PWI (22-29 Juli) di Banda Aceh memilih 
Saudara Margiono dari Rakyat Merdeka Group sebagai ketua umum 
baru PWI. Kepengurusannya amat memprihatinkan kondisi tidak 
sehat pers. Pers sudah diberi payung kebebasan. Tapi karena eforia 
dan juga lemah dalam penguasaan ilmu jurnalistik serta mengabaikan 
KEJ, mereka jadi makin kerap melanggar KEJ dan pada akhinya 
merugikan masyarakat. Ini kalau dibiarkan bisa mengancam 
kenyaman masyarakat, kebebasan pers dan kehidupan demokrasi. 
Dalam diskusi evaluasi internal, Pengurus PWI pun menyadari 
sebagian dari wartawan yang kerap melakukan pelanggaran KEJ alias 
bekerja amatiran itu mungkin adalah para anggotanya. Makanya, 
setelah melalui diskusi intensif bahkan setelah melalui Konferensi 
Kerja Nasional (Konkernas) 12-14 Agustus 2009 di Palembang, PWI 
xii 
 
Pusat memutuskan untuk segera mengatasi kelemahan dan ancaman 
tersebut. Bidang Pendidikan PWI ditugaskan menyusun program aksi 
yang utuh dan konsepsional guna mengatasi semua kelemahan 
kompetensi para wartawan. 
Diskusi internal Bidang Pendidikan PWI Pusat dengan para 
wartawan senior, pemimpin redaksi media, para akademisi jurnalistik 
dan komunikasi menyimpulkan adanya 4 (empat) faktor penyebab 
lemahnya kompetensi wartawan. 
Pertama, sebagian besar wartawan tidak memiliki latar belakang 
pendidikan jurnalistik dan komunikasi yang memadai. Kedua, 
sebagian besar wartawan, kurang dan malah tidak pernah mendapat 
pelatihan jurnalistik dari perusahaannya. Ketiga, banyak wartawan 
kurang memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi wartawan 
profesional. Mereka cuma menjadikan kewartawanan sebagai ladang 
untuk mencari nafkah hidup. Singkatnya menjadi wartawan karena 
tidak mendapat pekerjaan di tempat lain. Keempat, sebagian 
wartawan sepertinya sudah merasa asyik dan mungkin sudah 
terkooptasi oleh suasana eforia kebebasan di era reformasi dan 
mengabaikan (mungkin juga kurang faham) tujuan idil dan filosofi 
profesi wartawan. Lemahnya kontrol terhadap penaatan KEJ oleh 
wartawan, juga menjadi faktor lain yang menyebabkan wartawan dan 
media terjerembab dalam praktik pelanggaran KEJ. Apa yang mesti 




Sejumlah tokoh pers dan akademisi yang dikumpulkan Bidang 
Pendidikan PWI Pusat menyimpulkan perlunya PWI menggelar 
program pelatihan intensif dan khusus. Semacam sekolah yang 
memberi tambahan ilmu, wawasan, etik dan praktik pada wartawan. 
Waktunya tidak lagi cukup sehari, tiga hari atau seminggu. Tapi, lebih 
lama, dan kalau memungkinkan minimal sebulan. 
Untuk itu diusulkan agar pelatihan intensif itu nanti mengadopsi 
model kurikulum pendidikan jurnalistik yang baru yang berbeda 
dengan kurikulum yang sudah ada di perguruan tinggi yang 
mengajarkan jurnalisme dan komunikasi di Indonesia. Kebetulan ada 
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kurikulum baru yang dirilis oleh UNESCO. Yakni, Model Curricula 
for Journalism Education 2007.  
Panduan kurikulum jurnalistik ini disiapkan UNESCO dengan 
melibatkan puluhan pakar jurnalisme dan komunikasi internasional. 
Para pakar itu diminta melakukan penelitian selama sekitar dua tahun 
perihal perkembangan jurnalisme di pelbagai negara, terutama di 
negara yang baru menerapkan sistem politik demokrasi. Kondisi yang 
juga dialami Indonesia. Hasil penelitian itu kemudian dibukukan. 
Buku panduan itulah yang mau dijadikan acuan atau model pelatihan 
jurnalistik Intensif PWI 
Para akademisi jurnalistik dan mantan wartawan yang terlibat 
dalam diskusi, seperti Drs Zulkarimein Nasution, MA, mantan 
wartawan dan pernah menjadi ketua Jurusan Komunikasi FISIP UI, 
dan Arya Gunawan, mantan wartawan Kompas dan BBC di London 
yang kemudian bekerja di UNESCO Kantor Jakarta, ikut mendorong 
disepakatinya model kurikulum pendidikan jurnalisme internasional 
itu untuk diadopsi PWI Pusat dalam program pendidikan dan 
pelatihannya. 
Rapat Tim Pendidikan PWI Pusat kemudian memilihkan nama 
Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) sebagai nama program pendidikan 
dan pelatihan jurnalistik tersebut. PWI Pusat kemudian mengangkat 
Drs. Zulkarimen Nasution, MA sebagai direktur eksekutif dan 
Wartawan Senior Encub Subekti sebagai wakilnya. 
Mereka sempat melakukan serangkaian diskusi melibatkan 
tokoh pers, anggota Dewan Pers dan juga wartawan senior lainnya 
guna memantapkan program pelatihah SJI. Tercatat beberapa nama 
tokoh pernah terlibat memberikan masukan bagi penyempurnaan 
kurikulum pelatihan SJI. Mereka di antaranya: Prof. Dr. Ichlasul 
Amal (ketua Dewan Pers), Leo Batubara, Bambang Harymurti, Wina 
Armada, Atmakusuma Astraatmadja, Abdullah Alamudi, Wikrama 
Abidin dan Uni Zukfiani Lubis (semuanya adalah mantan anggota 
Dewan Pers). 
Tentu saja ada tokoh wartawan lain di jajaran pengurus teras 
PWI. Ketua Umum Margiono, Sekjen PWI Hendry Bangun, Tribuana 
Said, Ishadi SK, Sabam Siagian, Ilham Bintang, Priyambodo RH, 
Encub Subekti, Teddy Kharsadi, Rajab Ritonga, Widodo 
Asmowiyoto, Usman Yatim dan Djoko Saksono. 
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Apa saja materi kurikulum yang disiapkan? Pakar komunikasi 
yang juga mantan wartawan Prof. DR. Tjipta Lesmana sempat 
membuat coret-coretan matari ajar dan durasi belajarnya. Dari draft 
yang disusun Prof Tjipta Lesmana itulah, konsep pembelajaran untuk 
program SJI selama sebulan akhirnya berhasil dikerucutkan. 
Zulkarimein Nasution dan Encub Subekti kemudian 
merumuskannya menjadi satu kesatuan konsep pelatihan dan 
pendidikan SJI berbasis kurikulum UNESCO. Lama pengajaran 
seluruhnya sekitar 80 jam dan dilaksanakan selama sebulan. Program 
pendidikan dan latihan ini ditujukan untuk wartawan aktif. Minimal 
sudah setahun bekerja di media berbadan hukum. Jelasnya, pelatihan 
jurnalistik itu bukan untuk calon wartawan. Melainkan para wartawan 
yang bekerja di media cetak, elektronik dan media daring atau siber.  
Para wartawan kemudian diklasifikasikan dalam tiga jenjang: 
muda (untuk reporter), madya (untuk redaktur) dan senior/utama 
(redaktur pelaksana ke atas). Metode pembelajaran dilakukan dengan 
cara gabungan. Antara teori (sekitar 40%) dan praktik (sekitar 60 %). 
Bentuk pengajaran dilakukan melalui tiga aktifitas: ceramah, diskusi 
dan praktik lapangan. 
Para pengajar diutamakan para wartawan senior dan akademisi 
yang pernah menjadi wartawan. Kurikulum dan materi pendidikan 
dan pelatihan jurnalistik SJI berorientasi pada tiga sumbu, 
sebagaimana pedoman kurikulum pendidikan jurnalistik Model 
UNESCO tahun 2007, yaitu: (1) Sumbu yang meliputi norma-norma, 
nilai-nilai, alat/perkakas, standar-standar dan praktik jurnalisme. (2) 
Sumbu yang menitik beratkan pada aspek-aspek sosial, kultural, 
politik, ekonomi, hukum dan etika praktik jurnalisme. Baik di dalam 
mau pun di luar lingkungan nasional. (3) Sumbu yang mencakup 
wawasan dunia (knowledge of the world) dan tantangan intelektual 
jurnalisme (journalism’s intellectual challenge). 
Tujuan pembelajaran SJI dirumuskan secara sederhana: 
memberikan pelatihan pengetahuan, sikap dan keterampilan 
kewartawanan yang mendasar kepada wartawan agar mereka mampu 






Secara keseluruhan konsep pendidikan dan pelatihan jurnalistik 
intensif itu kemudian diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional 
Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh. Setelah melalui diskusi mendalam, 
Mendiknas menilai baik konsep pembelajaran SJI itu dan siap 
membantu pendanaan pelatihannya melalui pos Ditjen Pendidikan 
Nonformal dan Informal. Kerjasama itu kemudian ditautkan juga 
dengan kesepakatan kerja lain bersama UNESCO dan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan. 
Program pelatihan jurnalistik intensif SJI dimulai pada 9 
Februari 2010 bertepatan dengan puncak acara Hari Pers Nasional di 
Palembang. Peresmian pembukaan pelatihan jurnalistik SJI dimulai 
dengan paparan kuliah umum oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Di hadapan sekitar 30 wartawan peserta pelatihan itu, 
Presiden SBY menyampaikan materi kuliah berjudul: ―Mengapa 
Indonesia Harus Berhasil.‖ Pada intinya mendorong para wartawan 
agar terus belajar dan meningkatkan kompetensi sehingga kelak bisa 
berhasil mengangkat harkat dan martabat wartawan profesional dan  
kredibel. 
Setelah berjalan, program pelatihan jurnalistik SJI mendapat 
sambutan dan perhatian cukup luas. Pelbagai cabang PWI dengan 
didukung pemerintah provinsi masing-masing, antusias mau 
menyelenggarakan pelatihan jurnalistik tersebut. Memang, pola 
pelatihan SJI sejatinya akan dikembangkan di pelbagai daerah. 
Program ini mau disebar dan dibuka di semua cabang PWI di seluruh 
Indonesia. Setelah pelatihan angkatan pertama selesai, penuntunan 
atau pembinaan atas wartawan yang sudah lulus, dilaksanakan oleh 
kepala sekolah SJI di cabang cabang PWI. Ia nantinya diharapkan 
menjadi embrio sekolah tinggi wartawan di pelbagai daerah. 
Alhamdulillah, setelah SJI PWI Sumatera Selatan, sekolah atau 
pusat pelatihan SJI kemudian bisa dibuka di 13 provinsi. Sampai akhir 
2017, SJI telah melakukan sebanyak 37 kali pelatihan jurnalistik dan 
melatih lebih 1.106 wartawan. Dari jumlah itu sebanyak 935 
wartawan dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat kelulusan dalam 
dua jenjang: muda dan madya. 
Bagaimana respon atas hasil pelatihan SJI? Setelah pelatihan 
berlangsung selama lima tahun, pada sekitar 2015, Yayasan SJI Pusat 
pernah melakukan kajian dan penelitian: bagaimana pengaruh 
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pelatihan itu bagi wartawan yang menjadi peserta pelatihan dan 
kantor media tempat wartawan tersebut bekerja. 
Penelitian dilakukan oleh DR Artini, mantan wartawati senior 
Antara, yang juga dosen di London School of Public Relation, Jakarta. 
Penelitiannya menggunakan paradigma positivist dengan survei dan 
bersifat eksplanasi untuk menjelaskan faktor dominan 
profesionalisme wartawan dan kualitas jurnalistik para wartawan 
lulusan SJI. Teknik pengumpulan data: kuesioner dengan populasi 
para reporter dan redaktur yang telah mengikuti pendidikan di SJI. 
Ada sebanyak sekitar 1.000 wartawan dari 13 provinsi dengan sampel 
165 responden. Setiap responden mendapat kuesioner yang berisi 85 
pernyataan berdasarkan 9 variabel yang diteliti dan jawaban diukur 
dengan skala sikap likert. 
Hasilnya positif. ―Bahwa semua indikator yang digunakan untuk 
membentuk model penelitian ini telah memenuhi kriteria dalam 
goodness of fit.‖ Ini artinya, setelah menjalani pendidikan, faktor 
komitmen para wartawan lulusan SJI cukup kuat untuk menjadi 
wartawan profesional dan berkualitas, jika didukung oleh kondisi 
kerja yang baik. 
Jika SJI ingin lebih meningkatkan kualitas jurnalistik lulusan 
SJI, maka adalah lebih baik menyiapkan program pelatihan dan 
kurikulum yang menyentuh masalah komitmen wartawan secara lebih 
fokus. Maksudnya, penelitian itu berpesan: jika ingin meningkatkan 
kualitas jurnalistik, perlu juga memperhatikan faktor kondisi kerja 
para wartawan. Itu karena nilai korelasi kedua faktor tersebut 
(program pelatihan dan kurikum dengan kondisi kerja wartawan) 
cukup besar. 
Metode pelatihan jurnalistik dan kurikulum SJI pernah juga 
didiskusikan Pengelola SJI dengan Fritz Cropp, Associate Dean dan 
Direktur Program Internasional Missiouri School of Journalism, 
Universitas Missouri, Columbia, Amerika pada tahun 2013. Yakni, 
ketika Fritz didampingi Bernard Burrola, Direktur Eksekutif US-Indo, 
lembaga kerjasama masyarakat Amerika-Imdonesia, berkunjung ke 
kantor PWI Pusat di Jakarta.  
Fritz memuji konsep pembelajaran dan kurikulum SJI. Dia 
langsung menyatakan minatnya untuk bekerjasama dengan SJI dalam 
kaitan pengembangan metode ajar dan kurikulum Missouri School of 
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Journalism. Ia kemudian mengundang Pengelola SJI untuk meninjau 
pembelajaran jurnalistik di kampus Missouri School of Journalism di 
Columbia, AS. Guna dapat memulai kerjasama kedua institusi, 
bertepatan dengan pelaksanaan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 
2014 di Bengkulu, SJI dan Missouri School of Journalism 
menandatangani MoU untuk menjalin kerjasama pendidikan 
jurnalistik. 
Jejak rekam Missouri School of Journalism adalah sebuah 
sejarah panjang sebuah institusi pendidikan jurnalistik. Ia boleh 
dianggap sebagai salah satu pelopor sekolah jurnalistik berkualitas di 
Amerika. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1908 dan sampai kini sudah 
menghasilkan banyak sekali wartawan, di antaranya wartawan 
pemenang lomba karya jurnalistik termashur di dunia: Pulitzer Prize. 
Setelah penandatangan MoU, bersama Gubernur Sumatera 
Selatan Alex Noordin dan staf, Pengelola SJI sempat diundang Fritz 
Cropp ke Missouri. Ini dimaksudkan sebagai studi banding. Langkah 
awal kerjasama PWI Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
untuk mendirikan perguruan tinggi jurnalistik bertaraf internasional 
— namanya tetap SJI — di Palembang. Pemprov Sumatera Selatan 
akan menyiapkan areal kampus dan infrastruktur lain. Sedangkan 
Yayasan SJI Pusat akan mengurus detil pendidikannya. SJI akan 
mengadopsi lagi kurikulum pendidikan jurnalistik Missouri yang 
sudah menerapkan kurikulum berbasis konvergensi media. 
Tak bisa dipungkiri, menyesuaikan diri dengan pesatnya 
perkembangan teknologi informasi melalui digitalisasi perangkat 
teknologi, kurikulum jurnalistik pun harus ikut juga menyesuaikan 
diri dengan konsep konvergensi media. 
Keniscahayaan itu sebenarnya sudah terasa ketika program 
pelatihan SJI dimulai pada tahun 2010. Tapi, sesuai panduan 
kurikulum,  silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP) pembelajaran 
mengenai konvergensi media belum sepenuhnya komprehensif. 
Materi berkaitan dengan dasar jurnalisme multimedia dilakukan 
menumpang pada materi Jurnalisme Penyiaran. Setelah tiga tahun SJI 
berkiprah barulah secara khusus materi mengenai jurnalisme 
multimedia dan konvergensi media diajarkan. 
Setelah melakukan kunjungan ke kampus Missouri School of 
Journalism, di Columbia, Amerika, Mei 2014, Pengelola SJI 
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mendapatkan informasi yang lebih lengkap ihwal pembelajaran 
konvergensi media. Soalnya kurikulum pembelajaran jurnalistik di 
perguruan tinggi itu sudah menerapkannya secara utuh. Mereka 
memiliki suratkabar, radio, televisi dan media siber sendiri. Dan 
semuanya sudah beroperasi secara komersial. Pengelolanya wakil 
manajemen, alumni dan mahasiswa sebagai pelaksana. 
Makanya, ketika Saudara Iskandar Zulkarnain menyatakan mau 
menyusun penelitian untuk disertasi doktoralnya berkaitan dengan 
konvergensi media tersebut dengan obyek penelitian pelatihan 
jurnalistik di SJI, kami menyambut dan mendukungnya. Sebab itu 
sesungguhnya sesuatu yang amat perlu dan relevan dengan 
perkembangan jurnalisme kekinian. 
Konvergensi media adalah perkembangan gerak media setelah 
meruyaknya pemakaian internet di Indonesia. Pelan-pelan media 
massa cetak tergeser oleh media baru berbasis internet. Malah 
konvergensi media sudah menjadi salah satu rumusan yang diakui 
para pakar dan praktisi medja sebagai solusi menghindari berakhirnya 
eksistensi media cetak. Tanpa langkah penggabungan (fusi) media 
kiranya media cetak tidak akan bisa eksis seperti sebelumnya. Media 
berbasis cetak, elektronika dan internet harus dikoordinasikan dan 
dipadukan dalam suatu aktivitas konvergensi media. 
Wujud media baru dengan demikian akan dilengkapi oleh: 
media cetak, e-paper, media penyiaran, radio dan televisi streaming, 
media siber, semua di bagian produksi dan redaksi. Selain produk 
komersial e-commerce, bisa dalam bentuk penjualan on line pelbagai 
produk yang dilakukan oleh departemen bisnis atau usaha sebuah 
media. 
Varian platform penyampaian informasi buat publik dilakukan 
lebih beragam oleh media. Konvergensi media mengarah pada 
pemanfaatan optimal kemajuan teknologi informasi (digitalisasi) di 
industri media. Proses komunikasi menjadi multimedia dan 
multiplatform. 
Bagaimana posisi jurnalisme dalam postur baru konvergensi 
media? Masih adakah atau masih berlakukah prinsip teori pagar api 
atau firewall theory — prinsip yang memisahkan urusan redaksi dan 
iklan (komersial) — di suatu media baru nanti? Itulah pertanyaan 
menantang bagi dilaksanakannya konvergensi media.  
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Pengelola SJI sudah bertekad untuk tetap kukuh 
mempertahankan prinsip pagar api itu dalam implementasi program 
pelatihannya. Justru dengan adanya realitas perkembangan baru di 
bidang teknologi informasi dan dinamika perkembangan masyarakat 
secara sosiologis itu, penegakan filosofi jurnalisme sebagai wahana 
publik yang independen dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan 
politik, bisnis dan lain-lain, makin perlu ditegakkan. Prinsip kerja 
operasional jurnalime sesuai platform bisa saja berubah. Tapi, filosofi 
dan prinsip idil jurnalisme sebagai wahana kontrol sosial, penyampai 
informasi, dan penghibur publik yang independen dan merdeka tetap 
harus dijaga dan dipertahankan. 
Revolusi  industri 4.0 alias digitalisasi industri media memang 
sesuatu yang tak terelakkan. Para pengelola media massa di mana pun 
bergegas mencari sumber daya manusia (SDM) agar dapat 
menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Seyogianya 
pembaharuan mutu SDM antara bidang redaksi dan perusahaan 
berjalan seimbang.  
Malah, hemat kami, bidang produksi redaksi mungkin perlu 
lebih aktif dan diprioritaskan dalam meningkatkan mutu SDM. Antara 
lain, karena selama ini bidang redaksi di Indonesia memang sudah 
agak terlambat mengejar ketertinggalan dalam pengetahuan dan 
keterampilan jurnalistik, dibandingkan dengan kondisi di banyak 
negara lain.  
Selain itu, realitas virus komersialisme dan  materialisme yang 
meluas di kalangan masyarakat kita saat ini — mungkin karena 
terpapar dampak globalisasi — mengharuskan pula para jurnalis saat 
ini perlu mendapatkan asupan spiritualisme dalam pembelajaran dan 
pelatihan jurnalistik. Dengan tambahan asupan spiritualitas itu para 
wartawan, Insya Allah, akan dapat makin membentengi diri dari 
pelbagai godaan atau tekanan komersial dan politik kekuasaan ketika 
melaksanakan tugasnya. 
 









Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan 
dokumen kurikulum pendidikan dan pelatihan jurnalistik konvergensi 
media berbasis karakter ini. Kurikulum yang merupakan hasil 
penelitian disertasi program doktoral Iskandar Zulkarnain berjudul 
―Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan 
Konvergensi Media Dalam Meningkatkan Mutu Jurnalistik Berbasis 
Karakter‖ ini diharapkan mampu menjadi jawaban bagi para 
penyelenggara pelatihan jurnalistik dan perusahaan media 
menghadapi tantangan era konvergensi media. 
Penulis menyadari bahwa dokumen ini masih banyak 
kekurangan yang perlu dikembangkan dan disempurnakan, oleh 
karena itu penulis berharap dokumen ini bisa mendapatkan masukan 
dari praktisi pendidikan dan para wartawan senior  terutama terkait 
dengan implementasinya.  
Dokumen ini terlahir berkat dukungan banyak pihak yang 
terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikannnya. Oleh 
karena itu ijinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 
semua yang telah membantu dan ikut bersama-sama dalam 
merumuskan dokumen kurikulum pendidikan dan pelatihan jurnalistik 
konvergensi media berbasis karakter, semoga ini semua menjadi amal 
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A. Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20013 mendefinisikan 
kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2
 
Sukmadinata mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep 
tentang kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi. Suatu 
kurikulum dipandang sebagai bidang studi.
3
 Konsep pertama, 
kurikulum sebagai suatu substansi, yaitu kurikulum dipandang 
sebagai suatu rencana kegiatan belajar, bagi murid-murid di 
sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin 
dicapai. Kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu 
dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, 
kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu 
kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis 
sebagai persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum 
dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. 
Kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu 
sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. 
Konsep kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem 
kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem 
per sekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. 
Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan 
prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, 
melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. 
Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu 
bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli 
kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuannya 
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Agustinus Hermino, Op. Cit., h. 31. 
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Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2011), h. 27. 
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Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani merumuskan 
pendidikan karakter meliputi sembilan pilar yang saling 
terkait, yaitu responsibility (tanggung jawab) artinya 
menghadapi risiko dari perbuatan yang dilakukan; respect 
(rasa hormat) artinya bersikap sopan, etis, dan menghargai 
orang lain secara proporsional; fairness (keadilan) artinya 
meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya; courage 
(keberanian) artinya berani menegakkan kebenaran atas nama 
kebenaran; honesty (kejujuran) artinya menjauhkan diri dari 
sikap penuh dusta; citizenship (kewarganegaraan) artinya 
mengerti dan menjalankan kehidupan sosial-kemasyarakatan 
sebagai warga negara yang baik dan taat hukum; self-
discipline (disiplin diri) artinya menjalani kehidupan dengan 
teratur dan terencana dan tidak bersikap sembrono; caring 
(peduli) artinya berempati kepada nasib orang lain dan jika 
memiliki kemampuan ikut meringankan bebannya; 
perseverance (ketekunan) artinya memerhatikan dan 
mengambil pelajaran positif dari semua pengalaman hidup, 
meningkatkan pemahaman kognitif terhadap semua pelajaran 




Pada perspektif Islam, pendidikan dikatakan dengan 
istilah pendidikan Islam. Hamdani Hamid dan Beni Ahmad 
Saebani merangkum pengertian pendidikan Islam yang 
dikemukakan oleh  para pakar
6
, sebagai berikut. 
1. Pendidikan adalah proses bimbingan jasmani dan rohani 
untuk membentuk kepribadian utama menurut ukuran yang 
telah ditentukan. Kepribadian utama yang dimaksud adalah 
kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-
nilai agama Islam, memilih, memutuskan, mengamalkan, 
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Agustinus Hermino, Op. Cit., h.32. 
5
Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) h. 166 
6
Ibid., h. 6—7. 
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dan mempertanggungjawabkan perbuatan berdasarkan 
ajaran Islam.  
2. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah 
pendidikan yang berfungsi menyiapkan generasi muda 
untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada 
masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan 
kelanjutan hidup masyarakat; memindahkan ilmu 
pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan tersebut 
dari generasi tua kepada generasi muda; memindahkan nilai-
nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan 
masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan 
hidup suatu masyarakat dan peradaban. Dengan kata lain, 
tanpa nilai-nilai keutuhan dan kesatuan suatu masyarakat, 
kelanjutan hidup tersebut tidak akan dapat terpelihara 
dengan baik yang akhirnya akan berkesudahan dengan 
kehancuran masyarakat tersebut. 
3. Pendidikan Islam merupakan proses yang harus dilakukan 
secara berkesinambungan, semenjak dalam kandungan ibu, 
usia dini, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. 
4. Pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pendidik dalam mengarahkan pertumbuhan dan 
perkembangan anak didik menjadi manusia dewasa sesuai 
dengan tujuan pendidikan Islam. 
5. Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri 
manusia dalam segala aspeknya. Aktivitas yang disengaja 
untuk mencapai tujuan tertentu melibatkan berbagai faktor 
yang antara satu dan lainnya berkaitan, sehingga 
membentuk satu sistem yang saling memengaruhi. 
6. Dalam bahasa Arab, istilah pendidikan dikenal dalam 
konsep pendidikan Islam, istilah pendidikan atau at-tarbiyah 
tidak digunakan dalam leksiologi Al-Quran, tetapi ada 
beberapa kata yang sebangun dengan kata itu, yaitu ar-rabb, 
rabbayani, nurabbi, ribbiyyun, rabbani. Apabila at-tarbiyah 
diidentikan dengan kata ar-rabb, para ahli mendefinisikan 
bahwa ar-rabb merupakan fonema yang seakar dengan at-
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tarbiyyah yang berarti at-tanmiyah, yaitu pertumbuhan dan 
perkembangan. 
Secara etimologis, kata karakter bisa berarti tabiat, sifat-
sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 
seseorang dengan yang lain, atau watak. Orang berkarakter 
berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, budi pekerti, 
atau akhlak. Dengan makna seperti ini, karakter identik 
dengan kepribadian atau akhlak.
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Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar 
manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat 
absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai 
the golden rule. Pendidikan karakter memiliki tujuan yang 
pasti apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. 
Menurut para psikolog, karakter dasar tersebut adalah cinta 
kepada Allah dan ciptaan-Nya, tanggung jawab, jujur, hormat, 
dan santun, kasih sayang, peduli dan kerja sama, percaya diri, 
kreatif, kerja keras, pantang menyerah, keadilan dan 
kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, 
dan cinta persatuan. Pendapat lainnya, karakter dasar manusia 
terdiri atas dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, 
jujur, tanggung jawab, kewarganegaraan, ketulusan, berani, 
tekun, disiplin, visioner, adil dan mempunyai integritas.
8
 
Pendidikan karakter bertujuan membentuk peserta didik 
berpikir rasional, dewasa, dan bertanggung jawab; 
mengembangkan sikap mental yang terpuji; membina 
kepekaan sosial peserta didik; membangun mental optimistis 
dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan; 
membentuk kecerdasan emosional; membentuk peserta didik 
yang berwatak pengasih, penyayang, sabar, beriman, takwa, 
bertanggung jawab, amanah, jujur, adil, dan mandiri.
9
 
Pendidikan karakter juga bertujuan membentuk insan 
kamil. Kurikulum yang membangun karakter insan kamil 
dalam perspektif Islam memiliki ciri-ciri: 1) pembinaan anak 
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didik untuk bertauhid; 2) kurikulum harus disesuaikan dengan 
fitrah manusia, sebagai makhluk yang memiliki keyakinan 
kepada Tuhan; 3) kurikulum disajikan merupakan hasil 
pengujian materi dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah; 
4) mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan 
kemampuan akhliah peserta didik serta keterampilan yang 
akan diterapkan dalam kehidupan kongkret; 5) pembinaan 
akhlak peserta didik sehingga pergaulannya tidak keluar dari 
tuntunan Islam; 6) tidak ada kedaluwarsa kurikulum karena 
ciri khas kurikulum Islam senantiasa relevan dengan 
perkembangan zaman, bahkan menjadi filter kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya di kehidupan 
masyarakat; 7) pendidikan karakter mengisyaratkan tiga 
macam dimensi dalam upaya mengembangkan kehidupan 
manusia, yaitu dimensi kehidupan duniawi, dimensi kehidupan 




B. Konsep Pendidikan dan Pelatihan 
Pengembangan sumber daya manusia menurut Hasan 
Basri dan Rusdiana adalah segala aktivitas yang dilakukan 
oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai atau karyawan 
agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang 
dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang 
akan datang. Aktivitas yang dimaksud tidak hanya pada aspek 
pendidikan dan pelatihan, tetapi juga menyangkut karier dan 
pengembangan organisasi. Dengan kata lain, pengembangan 
sumber daya manusia berkaitan erat dengan upaya 
meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan/atau sikap 
anggota organisasi serta penyediaan jalur karier yang 




Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi 
merupakan kebutuhan dikarenakan tuntutan dinamika 
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lingkungan dan perkembangan teknologi ataupun persaingan 
bisnis yang terus berjalan. Proses pengembangan sumber daya 
manusia dimulai dengan perencanaan strategis perusahaan 
yang menetapkan tempat kegiatan usaha dan banyaknya 
sumber yang dibutuhkan. Hal ini berarti peran strategis 
pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan analisis 
kompetensi sumber daya manusia yang berbanding dengan 
kebutuhan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. 
Dengan jenis dan berbagai karakteristik apa pun pada 
akhirnya pelatihan perlu dikelola. Pengelolaan pelatihan secara 
tepat dan profesional dapat memberikan makna fungsional 
terhadap pelatihan, baik pelatihan individu, organisasi, 
maupun masyarakat. Pelatihan memang perlu diorganisasikan. 
Oleh karena itu, biasa dikenal adanya organizer atau panitia 
pelatihan. Badan-badan pendidikan dan pelatihan, lembaga-
lembaga kursus dan panitia-panitia yang dibentuk secara 
insidental pada dasarnya adalah organizer pelatihan. 
Sementara itu, dalam organisasi perusahaan yang biasa dikenal 
pula divisi yang tersendiri maupun badan yang terintegrasi 
yang bertanggung jawab melakukan tugas-tugas 
pengembangan sumber daya manusia.
12
 
Dalam upaya implementasi pengembangan karier, 
organisasi memandang perlu untuk memberikan pendidikan, 
pelatihan, dan pengembangan keterampilan kepada 
karyawannya untuk level apa pun. Pendidikan, pelatihan, dan 
pengembangan merupakan salah satu solusi terhadap sejumlah 
problem penurunan kualitas kinerja lembaga atau organisasi 
atau organisasi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan 
dan keusangan keahlian yang dimiliki oleh karyawan. 
Adanya kebutuhan terhadap pembelajaran sepanjang 
hayat manusia membuat organisasi berpikir untuk melihat ini 
sebagai sesuatu hak bagi karyawan. Kebanyakan para 
pemimpin era sekarang secara cerdas membangun konsep 
organisasi ataupun perusahaan berlandaskan multimedia. Hal 
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ini menuntut setiap personal karyawan untuk melek teknologi 
informasi. Selain itu memaksa organisasi untuk menyesuaikan 
kebutuhan belajar karyawan. Di sisi lain peningkatan cara 
berpikir multimedia ini akan berdampak pada penilaian setiap 
individu untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya, 
sehingga memberi pengaruh positif pada produktivitas dan 
kinerjanya. 
Pembelajaran dapat diikuti oleh setiap individu di dalam 
organisasi melalui beberapa tingkat berikut. 
 Pembelajaran pada tingkat individu: hasil dari prosesnya 
akan mengubah keterampilan, wawasan, pengetahuan, 
sikap, dan nilai-nilai. Individu akan belajar secara 
autodidak serta mandiri dengan berbasis teknologi dan 
pengamatan. 
 Pembelajaran dengan kelompok atau tim di setiap divisi 
masing-masing: hasil proses belajarnya akan meningkatkan 
kerja sama, keterampilan, dan kompetensi dalam 
membangun tim yang tangguh. 
 Pembelajaran pada tingkat organisasi: hasil prosesnya 
adalah kemajuan intelektual dan komitmen pada 
pemenuhan sumber-sumber pembelajaran itu sendiri.
13
 
Mengingat pentingnya pembelajaran sepanjang hayat 
tersebut tentu bagi Departemen  Sumber Daya Manusia 
(Human Resources Development [HRD]) merupakan sebuah 
pekerjaan rumah untuk melihat perkembangan global, 
keragaman jenis pekerjaan yang semakin meningkat, 
kebutuhan tenaga kerja yang berjiwa pemimpin. Selain itu, 
mewujudkan kesetaraan keterampilan, peka terhadap teknologi 
baru, serta memfasilitasi pembelajaran yang dibutuhkan untuk 
setiap individu dan organisasi secara maksimal. Semua hal itu 
dapat direalisasikan dalam bentuk model pendidikan dan 
pelatihan ataupun pengembangan karyawan dalam melihat 
dirinya sebagai individu yang bernilai. 
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Program pelatihan dikatakan efektif apabila mampu 
membuat siswa atau peserta menguasai kemampuan, 
pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang diperlukan 
setelah selesai mengikuti program pelatihan. Dengan kata lain, 
setelah selesai mengikuti sebuah program pelatihan peserta 
akan lebih berpengetahuan, lebih terampil, dan memiliki sikap 
yang lebih positif terhadap bidang pekerjaan yang digeluti. 
Program pelatihan dapat menjamin adanya peningkatan 
kemampuan peserta setelah mengikuti program tersebut.
14
 
Heinich dan kawan-kawan dalam Benny A. Pribadi 
mengemukakan empat kriteria atau indikator yang dapat 
digunakan untuk menilai efektivitas sebuah program pelatihan 
adalah sebagai berikut.  
 Mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan 
kompetensi program pelatihan. 
 Mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses 
belajar secara berkesinambungan. 
 Mampu meningkatkan  terhadap pengetahuan dan 
keterampilan yang telah dilatihkan. 
 Mampu mendorong peserta untuk menerapkan 




Termasuk Donald dan James Kirkpatrick mengemukakan 
beberapa persyaratan yang perlu untuk dapat menciptakan 
sebuah program pelatihan yang efektif yaitu: 
 Program pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau 
masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. 
 Program pelatihan didasarkan pada tujuan atau kompetensi 
yang perlu dimiliki oleh peserta program pelatihan. 
 Jadwal penyelenggaraan program pelatihan harus tersusun 
dengan baik. 
 Latar belakang peserta program sesuai dengan kompetensi 
program yang akan dilatihkan. 
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 Instruktur memiliki kualifikasi baik dan kompeten dalam 
bidang yang dilatihkan. 
 Pelatihan dilaksanakan di tempat yang nyaman dengan 
dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai. 
 Program pelatihan menggunakan metode dan media yang 
relevan dengan kompetensi yang dilatihkan. 
 Program pelatihan mampu memfasilitasi agar peserta 
memiliki kompetensi yang diperlukan. 
 Program pelatihan harus dapat memberi rasa puas kepada 
peserta program. 




Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada sumber 
daya manusia (SDM) akan menciptakan SDM yang memiliki 
basis pengetahuan (knowledge-based worker) dengan beragam 
keterampilan dan keahlian (multiskilling worker) diperlukan 
untuk menjamin kelangsungan hidup dan daya saing 
perusahaan. Secara teoritis knowledge-based worker 
didefinisikan sebagai tenaga kerja yang memiliki bakat 
manajerial yang mampu menjalankan fungsi-fungsi 
manajemen (planning function, organizing function, dan 
leading function), dan peran manajemen yang meliputi peran 
interpersonal, informasional, dan pembuat keputusan, serta 
memiliki basis pengetahuan untuk menguasai perkembangan 
teknologi yang ada. Sedangkan multiskilling worker 
didefinisikan sebagai tenaga kerja yang memiliki beberapa 
keterampilan yang menunjang dalam proses organisasi seperti 
general skill (conceptual, interpersonal technical, maupun 
political) dan special skill.
17
 
Special skill dalam hal ini mengikuti kemampuan untuk 
mengontrol lingkungan organisasi dan sumber daya yang 
dimiliki, organizing dan coordinating, handling information, 
memimpin kegiatan untuk pertumbuhan dan perkembangan 
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organisasi, memotivasi tenaga kerja dan mengatasi masalah 
yang ada, serta sebagai strategic problem solving. Fungsi 
SDM berbasis kompetensi adalah SDM yang memiliki basis 
pengetahuan dan beberapa keterampilan yang diperlukan 
dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai salah satu 
sumber keunggulan kompetitif akan lebih memberikan 
manfaat yang besar jika dikelola secara efektif dan efisien. 
Membangun SDM berbasis pengetahuan memerlukan 
proses pembelajaran organisasi yang diindikasikan dengan 
adanya perubahan perilaku (behavioral change) dan perbaikan 
kinerja melalui proses organisasi pembelajaran. Organisasi 
pembelajaran (learning organization) memiliki makna 
kemampuan organisasi dalam menciptakan memperoleh dan 
mentransfer pengetahuan serta memodifikasi perilaku untuk 
merefleksikan pengetahuan dan pandangan baru. Definisi 
tersebut menunjukkan suatu fakta sederhana bahwa ide baru 
yang diperoleh dari luar organisasi yang dikomunikasikan oleh 
knowledg-basede worker sangat penting dalam proses 
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A. Latar Belakang  
Proses pendidikan yang berkualitas sangat erat kaitannya 
dengan perencanaan program rancangan kurikulum yang 
disusun secara sistematis. Perencanaan yang disusun itu 
meliputi: pertama, tujuan yang ingin dicapai dari suatu 
program kegiatan, kedua materi yang disajikan sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai, ketiga metode atau strategi yang 
memungkinkan materi itu bisa diterima oleh peserta didik, dan 
keempat untuk mengukur keberhasilan program tersebut maka 
disusunlah evaluasi sebagai alat untuk melihat tujuan yang 
diinginkan tercapai melalui materi dan metode yang disajikan. 
Dalam menyusun sebuah rancangan kurikulum yang di 
dalamnya terdapat 4 komponen tersebut, diperlukan beberapa 
landasan yang dijadikan dasar, di antara landasan tersebut 
meliputi: landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis. 
Landasan filosofis digunakan untuk mengkaji tentang 
aspek ontologi (terkait dengan pertanyaan apa), evistemologi 
(terkait dengan pertanyaan mengapa dan dari mana hal itu 
sumbernya) dan aksiologi (terkait dengan bagaimana ilmu 
tersebut dapat diimplementasikan). Landasan psikologis 
dimaksudkan untuk mengkaji aspek kesiapan peserta didik 
dilihat dari jenis dan ragam potensi kemampuan dalam 
mengikuti tahapan kegiatan, sedangkan landasan sosiologis 
digunakan untuk melihat nilai-nilai agama, budaya dan 
karakter bangsa yang dapat dikembangkan dalam proses 
pendidikan berdasarkan kebutuhan dan dukungan masyarakat 
sebagai pengguna dari suatu prodak pendidikan sesuai dengan 
dinamika perkembangan kehidupan masyarakat. 
Seiring dengan perkembangan teknologi ilmu 
pengetahuan, terjadinya pula perubahan dalam pola produksi 
dan konsumi informasi di media massa, baik cetak mapun 
elektronik. Perubahan ini menuntut semua pihak untuk 
merespon kebutuhan sesuai dengan perkembangan tersebut. 
12 
 
Terkait hal ini, maka menjadi sebuah keharusan bagi 
pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha-usaha 
mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mendesain sebuah 
kurikulum. Penyusunan sebuah kurikulum diawali dengan 
kajian secara khusus tentang pemikiran, gagasan, ide, 
implementasi proses pendidikan ditinjau dari aspek filosofis, 
psikologis, dan sosiologis.  Ketiga landasan ini dijadikan dasar 
penyusunan sebuah kurikulum guna menjawab tuntutan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 
canggih terutama dunia informasi dan komunikasi digital.  
Dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 
saat ini menyebabkan pola konsumsi,  informasi publik 
bergeser. Masyarakat tidak lagi menjadikan media 
konvensional (media cetak dan media penyiaran) sebagai 
sumber utama dalam mendapatkan informasi. Kemunculan 
media sosial membuat masyarakat kini tidak lagi sebatas 
konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi. 
Melalui media sosial semua isu dapat dengan cepat bergulir. 
Celakanya, masyarakat tidak lagi mempertanyakan akurasi dan 
kredibilitas informasi yang diperoleh dari media sosial. 
Fenomena yang disebut sebagai fenomena baru dunia 
jurnalistik oleh Aceng Abdullah ini ditandai dengan makin 
menurunnya tiras surat kabar, makin meningkatnya pengguna 
internet, dan makin berkembangnya jurnalisme warga. Kondisi 
ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi kebebasan pers 
yang datang dari eksternal.
19
 
Tantangan lainnya diungkapkan oleh Agung Fatwanto 
dalam opininya dalam Harian Kompas berjudul ―Epidemi 
Kebohongan‖. Menurutnya kabar fiktif yang disebarkan 
melalui akun media sosial menyebar jauh lebih cepat dan lebih 
banyak menjangkau khalayak dibandingkan berita faktual. Hal 
ini membuktikan fenomena maraknya penyebaran hoaks telah 
menjadi bagian dari kehidupan media sosial kita. Meskipun 
belum pernah ada kajian di Indonesia, ia meyakini fenomena 
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tersebut menjangkiti masyarakat Indonesia, mengingat masih 
rendahnya tingkat literasi masyaraat kita – berdasarkan 
UNESCO pada tahun 2017 menempati posisi ke-60 dari 61 
negara yang diteliti. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa 
rendahnya tingkat literasi berkorelasi positif dengan 
kurangnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan terlebih 
kemauan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang 
diterima. Untuk itu, Agung menilai perlu ada edukasi yang 
berkelanjutan. Upaya konkret edukasi dapat dilakukan dalam 
bentuk peningkatan literasi dan penumbuhan kesadaran etik. 
Lembaga pendidikan berperan dalam upaya peningkatan 
litearasi siber. Media massa arus utama juga berperan 




Beberapa perusahaan media massa, telah melakukan 
berbagai upaya agar tetap bertahan di era industrialisasi media. 
Salah satunya dengan bermetamorfosis menjadi media 
konvergensi, yaitu satu inovasi yang dilakukan industri media 
untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi 
informasi. Konvergensi industri media dan teknologi digital 
mengarah pada bentuk-bentuk yang dikenal sebagai 
komunikasi multimedia. Media massa sebagai penyaji konten 
alternatif melawan hoaks juga harus mempersiapkan sumber 
daya manusia (SDM) dalam hal ini wartawan yang dibekali 
kompetensi agar mampu menyajikan informasi yang akurat, 
objektif, dan kredibel di tengah banjir informasi yang ada di 
media sosial. 
Upaya meningkatkan kompetensi jurnalis telah dilakukan 
oleh perusahaan, komunitas, maupun organisasi profesi 
jurnalis berupa pendidikan dan pelatihan, seminar, loka karya, 
dan lain-lain. Namun, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
jurnalistik yang sudah berjalan saat ini masih belum 
memenuhi tuntutan perkembangan teknologi informasi dan era 
baru konvergensi media. 
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Kurikulum pendidikan dan pelatihan jurnalisme 
konvergensi media berbasis karakter ini, juga diharapkan 
mampu menjadi ―amunisi‖ bagi para jurnalis untuk melawan 
perang pemikiran (ghazwul fikri) berupa konten informasi 
menyesatkan dan berpotensi mendegradasi keimanan yang 
kerap dimuat di media massa maupun media sosial. Sebagai 
penyampai informasi, jurnalis memiliki peran untuk 
memberikan pencerahan kepada pembaca terkait informasi 
menyesatkan tersebut. 
Perang pemikiran cara yang paling mudah untuk 
melawan massa dengan jumlah yang masif, bukan fisik yang 
dihancurkan, melainkan pemikiran. Media massa menjadi 
salah satu sarana paling efektif untuk melancarkan perang 
pemikiran tersebut. Untuk itu butuh jurnalis yang berkarakter 
dan menguasai teknologi informasi untuk melawan dampak 
negatif perang pemikiran. 
Kurikulum pendidikan dan pelatihan jurnalistik berbasis 
karakter yang disusun oleh penulis ini hadir sebagai kontribusi 
memperbaiki mutu jurnalisme di Indonesia upaya melahirkan 
karya jurnalistik yang bermutu dan mampu mencerdaskan 
masyarakat. Pengembangan kurikulum (Development 
Curriculum) pendidikan dan pelatihan jurnalistik merupakan 
suatu keharusan dalam menentukan mutu pendidikan baik 
terkait dengan input sebagai masukan yang akan di proses 
dalam kegiatan pembelajaran maupun output mutu lulusan 
yang akan dihasilkan. Upaya menjawab tantangan dan 
kebutuhan akan mutu jurnalis di Indonesia dilakukan dengan 
cara membenahi perencanaan, pengembangan, dan 
impelementasi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan 
dinamika kehidupan masyarakat. 
Kurikulum pendidikan dan pelatihan jurnalistik berbasis 
karakter disusun melalui tahapan penelitian dengan 
menggunakan pendekatan research and development (R&D). 
Prinsip yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi; model 
pendidikan dan pelatihan, mutu jurnalisme dan karakter yang 
harus dimiliki oleh peserta pelatihan dalam hal ini insan pers. 
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Tidak hanya itu, penanaman nilai-nilai karakter juga 
ditekankan untuk menghasilkan jurnalis yang memegang 
teguh nilai-nilai keislaman berdasarkan tuntunan Alqur’an dan 
Hadist. 
 
B. Visi, Misi, dan Tujuan Pelatihan 
 
Visi 
―Menciptakan sumber daya manusia di bidang jurnalistik yang 
bermutu dan berkarakter (Islami) dalam rangka memperbaiki 




Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi Program 
Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik Berbasis Karakter 
meliputi hal-hal berikut: 
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jurnalisme 
berbasis karakter guna menghasilkan lulusan wartawan 
yang kompeten dan berdaya saing global.  
- Membekali peserta pendidikan dan pelatihan jurnalisme 
berbasis karakter dengan nilai-nilai keislaman sebagai 
pedoman menjalankan kerja jurnalistiknya agar 
menghasilkan jurnalis yang berkarakter islami. 
 
Tujuan Pelatihan 
Tujuan akhir dari program penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan jurnalisme berbasis karakter ditetapkan sebagai 
berikut: 
- Meningkatkan profesionalisme para wartawan agar memiliki 
kesadaran dan tanggung jawab terhadap profesinya. 
- Meningkatkan wawasan, memperkuat idealisme, dan 
memperkuat integritas peserta didik dalam menjalan tugas-
tugasnya sebagai wartawan profesional. 
- Membekali wartawan dengan kesadaran beretika dan 
berkepribadian, serta memiliki motivasi kuat untuk mau 
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belajar terus-menerus selama ia menjalankan tugasnya 
sebagai wartawan. 
- Mencetak wartawan yang memiliki kompetensi profesional 
dan berkarakter. 
- Menghasilkan karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, 
tapi juga edukatif sebagai perlawanan atas maraknya konten 
hoax. 
 
C. Struktur Kurikulum 
Kurikulum pendidikan dan pelatihan jurnalisme berbasis 
karakter dibagi dalam tiga jenjang, yaitu tingkat dasar, tingkat 
menengah, dan tingkat lanjut. Masing-masing kurikulum 
dalam setiap tingkatan telah disesuaikan dengan kebutuhan 
dan peran jurnalis pada level tersebut. Adapun materi pada 
tiap tingkatan, sebagai berikut: 
 
Materi Diklat Jurnalistik Tingkat Dasar   
Proses pendidikan dan pelatihan berlangsung selama 4 
minggu, 8 jam per hari, atau 40 jam per minggu. Dengan 
demikian, total durasi pendidikan 40 jam x 4 = 160 jam. 
Sebaran materi pada tingkat dasar adalah sebagai berikut: 
 Peran dan Fungsi Pers 
 Konvergensi dan Konglomerasi Media 
 Karakter Islami dalam Pers 
 Profesionalisme Pers dan Persfektif Islam  
 Etika Komunikasi Massa dalam Perspektif Islam 
 Etika Jurnlisme 
 Teknik Wawancara 
 Prinsip Praktis Jurnalis Profesional 
 Pengenalan Teknologi Informasi 
 Pengetahuan Umum Bagi Jurnalis 
 Hukum Pers 
 Bahasa Indonesia Jurnalistik 
 Teknik Menulis Berita  
 Jurnalisme Foto 
 Jurnalisme Vidio/Televisi 
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 Jurnalisme Penyiaran/Radio 
 Jurnalisme Siber 
 Mencari dan Mengembangkan Berita 
 
Materi Diklat Jurnalistik Tingkat Menengah 
Kegiatan proses pendidikan dan pelatihan berlangsung 4 
minggu, 8 jam per hari, atau 40 jam per minggu. Dengan 
demikian, total durasi pendidikan 40 jam x 4 = 160 jam. 
Sebaran materi pendidikan dan pelatihan Jurnalisme Indonesia 
pada tingkat menengah. 
 Peran dan Fungsi Pers 
 Konvergensi dan Konglomerasi Media 
 Karakter Islami dalam Pers 
 Profesionalisme Pers dan Persfektif Islam  
 Etika Komunikasi Massa dalam Perspektif Islam 
 Etika Jurnlisme 
 Teknik Wawancara 
 Prinsip Praktis Jurnalis Profesional 
 Pengenalan Teknologi Informasi 
 Pengetahuan Umum Bagi Jurnalis 
 Hukum Pers 
 Bahasa Indonesia Jurnalistik 
 Teknik Menulis Berita  
 Jurnalisme Foto 
 Jurnalisme Vidio/Televisi 
 Jurnalisme Penyiaran/Radio 
 Jurnalisme Siber 
 Mencari dan Mengembangkan Berita 
 Manajemen Media Massa 
 Hubungan Pers dan Pemerintah 
 Jurnalisme Investigasi 
 
Materi Diklat Jurnalistik Tingkat Lanjut 
Proses Pendidikan dan pelatihan jurnalisme Indonesia untuk 
tingkat lanjut berlangsung berlangsung 4 hari dalam seminggu. 
Satu hari 3 materi pembelajaran dengan durasi waktu 
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permateri 2 jam, berarti dalam sehari 6 jam dan dalam sebulan 
96  jam. Adapun materi yang disajikan pada tingkat lanjut ini 
meliputi. 
 Profesionalisme Pers dalam Persfektif Islam 
 Pemimpin Redaksi dalam Perspektif Islam 
 Pemimpin Redaksi dalam Perspeketif Hukum dan 
Konstitusi 
 Pemimpin Redaksi dalam Perspeketif Sejarah Pers 
Indonesia 
 Pemimpin Redaksi dalam Perspektif Budaya Pers 
Indonesia 
 Pemimpin Redaksi dalam Perspektif Ekonomi Indonesia-
Internasional 
 Pendalaman Fungsi Media dalam Perspektif Industri 
 Penerapan dan Pengembangan Manajemen dan Organisasi 
Media yang Efektif dan Kompetitif 
 Fungsi Media dalam Perspektif Kepentingan Publik 
 Sikap dan Wawasan Profesional Wartawan Indonesia 















STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
 
Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kualifiksi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 
keterampilan, (PP No. 23 Tahun 2006). Peraturan Pemerintah  
tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan  standar 
kompetensi lulusan yang dinginkan dari suatu proses 
pembelajaran, baik terkait dengan pendidikan maupun pelatihan. 
Terkait dengan standar kompetensi lulusan dari suatu proses 
pelatihan dalam hal ini jurnalistik, maka sebagai produk 
kemampuan akhir lulusan adalah kemampuan minimal yang harus 
dimiliki oleh serorang wartawan yang tercermin dalam dimensi 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  
Sesuai dengan ketentuan standar kompetensi lulusan yang 
harus dimiliki oleh setiap peserta diklat jurnalistik,  maka penulis 
sajikan uraian pencapaian lulusan berdasarkan 3 demiensi yaitu 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
 
A. Dimesi Sikap (Karakter) 
Dimensi ini merupakan kemapuan dasar yang harus tertanam 
pada setiap peserta pelatihan sebagai pondamen yang menjadi 
pedoman dalam setiap kehidupan.  Ruang lingkup sikap ini 
meliputi: mempunyai keimanan  dan berakidah yang kuat serta 
tercermin dalam amal saleh pada kehidupan sehari-hari,  
berakhlakul karimah baik terhadap Allah SWT, dirinya dan 
orang lain termasuk makhluk disekitarnya, berkarakter dan 
bertanggung jawab. Peserta didik diharapkan memiliki sifat-
sifat kenabian, seperti shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah. 
Shidiq artinya benar, yakni menginformasikan yang benar saja 
dan membela serta menegakkan kebenaran itu. Standar 
kebenarannya tentu saja kesesuaian dengan ajaran Islam, yaitu 
Al-Quran dan Sunnah. Amanah artinya terpercaya, dapat 
dipercaya, karenanya tidak boleh berdusta, memanipulasi atau 
mendistorsi fakta, dan sebagainya. Tabligh artinya 
menyampaikan, yakni menginformasikan kebenaran, tidak 
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menyembunyikannya. Sedangkan fathonah artinya cerdas dan 
berwawasan luas. 
 
B. Dimensi Pengetahuan  
Dimensi ini berkaitan dengan aspek pendekatan ontologi, 
evistemologi dan aksiologi. Pendekatan ini sebagai upaya 
untuk melahirkan lulusan yang mempunyai pengetahuan 
tentang materi yang diajarkan, mulai dari pengertian, definisi 
operasional, ruanglingkup, dari mana menemukan sumber 
tersebut secara faktual dan spesifik serta mampu  
mengaplikasikan ilmu tersebut dalam menjalankan fungsinya. 
 
C. Dimensi Keterampilan 
Dimensi ini lebih menitik beratkan pada aplikasi atau 
implementasi ketika berada di lapangan. Melakukan tindakan 
yang kreatif, produktif, komunikatif serta kolaboratif dan 
komunikatif dalam menjalankan tugas sebagai wartawan 
termasuk kemampuan dalam melakukan “tabayyun” terhadap 
sumber informasi  sebelum menjadi konsumsi publik. Sisi lain 
dimensi keterampilan ini juga sangat erat kaitannya dengan 
kemapuan memahami dan menggunakan multi media digital 


















STANDAR ISI  
 
Berangkat dari permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 maka, 
standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan 
tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Program pelatihan 
Jurnalisme meliputi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 
untuk mencapai  standar kompetensi lulusan. Standar isi 
dikembangkan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta 
pelatihan dengan mempertimbangkan aspek kemapuan sikap, 
pengetahuan dan keterampilan. 
 Penulis uraikan di bawah ini tentang standar kompetensi dan 
ruang lingkup materi pada pelatihan Jurnalisme sesuai dengan 
tingkatan.  
 
A. Diklat Jurnalistik Tingkat Dasar 
  
Kompetensi Dasar Materi 
Menghayati peran dan fungsi pers 
dalam konteks berbangsa, bernegara, 
dan beragama. 
Peran dan Fungsi Pers 
Memahami pola penyebaran 
informasi di era konvergensi dam 




Melaksanakan proses jurnalistik 
sesuai tuntunan Islam. 
Karakter Islami dalam 
Pers 
Memahami karakter pers yang 
professional serta ayat-ayat dan 
hadist yang berkaitan. 
Profesionalisme Pers 
dalam Perspektif Islam 
Memahami ciri-ciri dan prinsip 





Menunjukan prilaku jurnalisme 




Mempraktekan wawancara yang 
efektif untuk menggali informasi dari 
narasumber 
Teknik Wawancara 
Menunjukan prilaku jurnalis 
professional 
Prinsip Praktis Jurnalis 
Profesional 
Memahami teknologi informasi apa 
saja yang digunakan untuk 
mempermudah kerja jurnalistik. 
Pengenalan Teknologi 
Informasi 




Menganalisis persoalan hukum dalam 
pers 
Hukum Pers 
Menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar dalam proses mencari 
dan menyajikan berita. 
Bahasa Indonesia 
Jurnalistik 
Menulis berita straight news Teknik Menulis Berita 





Memproduksi berita radio 
Jurnalisme 
Penyiaran/Radio 
Memproduksi berita siber/online Jurnalisme Siber 
Menunjukan berita yang membangun 





B. Diklat Jurnalistik Tingkat Menengah 
 
Kompetensi Dasar Materi 
Menghayati peran dan fungsi pers 
dalam konteks berbangsa, bernegara, 
dan beragama. 
Peran dan Fungsi Pers 
Memahami pola penyebaran 
informasi di era konvergensi dam 






Melaksanakan proses jurnalistik 
sesuai tuntunan Islam. 
Karakter Islami dalam 
Pers 
Memahami karakter pers yang 
professional serta ayat-ayat dan 
hadist yang berkaitan. 
Profesionalisme Pers 
dalam Perspektif Islam 
Memahami ciri-ciri dan prinsip 





Menunjukan prilaku jurnalisme 
beretika sesuai kode etik jurnalistik 
Etika Jurnalisme 
Mempraktekan wawancara yang 
efektif untuk menggali informasi dari 
narasumber 
Teknik Wawancara 
Menunjukan prilaku jurnalis 
professional 
Prinsip Praktis Jurnalis 
Profesional 
Memahami teknologi informasi apa 
saja yang digunakan untuk 
mempermudah kerja jurnalistik. 
Pengenalan Teknologi 
Informasi 




Menganalisis persoalan hukum dalam 
pers 
Hukum Pers 
Menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar dalam proses mencari 
dan menyajikan berita. 
Bahasa Indonesia 
Jurnalistik 
Menulis berita straight news dan 
feature 
Teknik Menulis Berita 
(Pendalaman) 
















Menunjukan berita yang membangun 








Memahami hubungan pers dan 
pemerintah 
Hubungan Pers dengan 
Pemerintah 




C. Diklat Jurnalistik Tingkat Lanjut 
Kompetensi Dasar Materi 
Memahami karakter pers yang professional 




Menunjukan sikap disiplin, bertanggung 




Menghayati Tugas  Pemimpin Redaksi 







Menghayati Redaksi dalam Perspeketif 








Pemimpin Redaksi dalam Perspektif 





























Penerapan dan Pengembangan Manajemen 






yang Efektif dan 
Kompetitif 













Mempresentasikan keunggulan konsep 
konvergensi media  
Konvergensi 






STANDAR PROSES  
 
A. Dasar Pemikiran 
Standar proses merupakan upaya untuk mendorong 
pencapaian tujuan pendidikan setelah menentukan standar isi 
dan standar kompetensi lulusan. Standar proses dalam 
pendidikan menjadi menjadi salah satu penentu untuk 
menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga 
mempermudah capaian yang diinginkan dari suatu kegiatan 
pendidikan atau pelatihan.  
Standar proses dalam kontek pendidikan dan pelatihan 
adalah sebuah desain untuk menyusun bagaimana tujuan dapat 
tercapai, materi dapat dikembangkan, metode atau strategi 
pendidikan dapat terlaksana dan kegiatan dapat terukur dalam 
sebuah hasil maksimal, baik pencapaian dimensi sikap, 
pengetahuan maupun keterampilannya. Komponen ini dalam 
sebuah standar proses pendidikan mesti mendapatkan 
perhatian, karena terkait dengan tingkat dan beragamnya 
kemampuan para peserta didik. 
 
B. Proses Pembelajaran 
1. Metode Pelatihan 
Metode pembelajaran dilakukan dengan menggabungkan 
teori dan praktik dengan komposisi 70% dan 30%. Untuk 
mendukung penanaman nilai-nilai dan karakter Islami, 
selain dalam bentuk materi, pada proses pelatihan 
narasumber juga menyampaikan materi tersebut dengan 
sikap dan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Islam, 
seperti memulai proses pelatihan dengan berdo’a, 
senantiasa memberikan contoh kasus dan bagaimana cara 
menghadapinya sesuai akhlak Nabi Muhammad SAW. 
Adapun Bentuk penyampaian setiap materi melalui tiga 
cara berikut: 
- Ceramah, dimaksudkan untuk memberikan motivasi, 
menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik. 
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- Diskusi, dimaksudkan untuk tukar menukar 
pengalaman, pengetahuan, dan melatih peserta 
mengemukakan pandangan. Selain itu, peserta juga 
dilatih menyampaikan hal-hal secara terbuka, tertib, 
teratur dan jelas 
- Praktik, peserta akan mendapat pelatihan 
memproduksi berita melalui platform media cetak, 
online, radio, maupun televisi. 
- Presentasi, peserta diminta mempresentasikan hasil 
karya jurnalistiknya di depan kelas untuk menjelaskan 
proses secara detail mulai dari perencanaan peliputan 
hingga berita disajikan. 
 




















Berdasarkan diagram di atas maka proses pendidikan dan 
pelatihan dapat dimulai dengan: (a) Pembukaan melalui 













sebagai ladang dakwah menyebarkan seruan kebaikan, 
menyebarluaskan informasi tentang perintah dan larangan 
Allah SWT dan berusaha keras untuk mempengaruhi 
khalayak agar sesuai dengan ajaran Islam. Jurnalis harus 
mampu mempengaruhi khalayak agar menjauhi 
kemaksiatan, perilaku destruktif, dan menawarkan solusi 
Islami atas setiap masalah. (b) Perkenalan dan harapan 
yang isinya menjelaskan dan mendiskusikan tujuan yang 
ingin dicapai dari proses pembelajaran. (c) Proses 
penyampaian wawasan yaitu oreintasi terhadap materi yang 
akan disampaikan melalui kajian induktif dan deduktif. 
Wawasan ini sebagai awal dalam memperkenalkan materi 
kepada peserta pelatihan untuk mempermudah penguasaan 
pengetahuan yang akan dikaji dalam proses pembelajaran. 
(d) Materi dimaksudkan sebagai bahan kajian pokok yang 
sudah disiapkan secara integratif  berdasarkan kajian 
berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan pokok bahasan 
yang akan disampaikan. (e) Praktik dimaksudkan sebagai 
perwujudan dari kajian teori yang telah didiskusikan untuk 
diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi 
ketika melaksanakan tugas sebagai wartawan. (f) Evaluasi 
dimaksudkan untuk melihat apakah materi yang sudah 
disampaikan dan hasil praktik yang diimplementasikan 
sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
Evaluasi sebagai alat ukur untuk mengetahui sekaligus 
memberikan keputusan, apakah peserta pelatihan  dapat 
melanjutkan ke jenjang yang lain atau yang bersangkutan 
mengulang kembali. (g) Rencana tindak lanjut 
dimaksudkan mempersiapkan desain pelatihan sebagai 
upaya untuk menyempurnakan program yang belum 
tercapai  mulai dari rumusan tujuan, strategi atau model 
yang digunakan, rumusan materi yang belum dikuasai 






3. Model Pendidikan dan Pelatihan  
Proses pembelajaran dalam kegiatan pendidikan dan 
pelatihan dapat menggunakan salah satu model pendekatan 
yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan Iskandar 
Zulkarnain (2018). Adapun langkah-langkah model 





a. Needs Identify (Identifikasi Kebutuhan) 
Identifikasi kebutuhan dalam tahapan ini adalah 
kegiatan mencari, menemukan, mencatat dan 
mengelola data tentang kebutuhan belajar yang 
diinginkan atau diharapkan oleh peserta pelatihan atau 
organisasi.Untuk dapat menemukan kebutuhan belajar 
ini, dapat digunakan berbagai pendekatan, yakni 
pendekatan induktif, pendekatan deduktif, dan 
pendekatan campuran induktif deduktif 
b. Learning Objective (Menyusun Tujuan) 
Tujuan pelatihan yang dirumuskan menuntun 
penyelenggaraan pelatihan dari awal sampai akhir 
kegiatan. Dari pembuatan rencana pembelajaran 
sampai evaluasi hasil belajar. Oleh karena itu, 
perumusan tujuan harus dilakukan dengan cermat. 
Tujuan pelatihan secara umum berisi hal-hal yang 
harus dicapai oleh pelatihan.Tujuan umum ini 
dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. 
Untuk memudahkan penyelenggara perumusan tujuan 
harus dirumuskan secara konkret dan jelas tentang apa 
yang harus dicapai dengan pelatihan tersebut. 
c. Developing Material (Mengembangakan Materi) 
Terkait dengan tuntutan masalah, maka materi yang 
disampaikan perlu pengembangan melalui pendekatan 
holistik integreted artinya pengembangan materi yang 











Salah satu penyajiannya pengembangan materi ini 
melalui pendekatan peta konsep (concept map). 
Harapannya  agar peserta termotivasi dalam mengikuti 
kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. 
d. Training Activity (Kegiatan Pelatihan) 
Pada tahap ini penyelenggara pelatihan menentukan 
bahan belajar dalam pelatihan, memilih dan 
menentukan metode pembelajaran, serta menentukan 
media yang digunakan.Untuk urutan yang harus 
disusun di sini adalah seluruh rangkaian aktivitas 
mulai dari pembukaan sampai penutupan 
e. Evaluation (Evaluasi) 
Evaluasi dapat dilakukan baik terhadap proses 
kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun 
hasil dari proses kegiatan tersebut. Proses dan hasil  
merupakan sasaran evaluasi yang harus dilakukan 
sebagai langkah untuk mengetahui daya serap dan 
penerimaan peserta pelatihan terhadap berbagai materi 
yang telah disampaikan, juga untuk menentukan 
apakah peserta pelatihan dapat menyelesaikan program 
pendidikan dengan kategori baik atau harus diulang. 
Dengan begitu penyelenggara dapat menentukan 

















STANDAR PESERTA DAN PELATIH 
  
A. Profil Lulusan 
Program pendidikan dan pelatihan jurnalistik konvergensi 
media berbasis karakter diharapkan mampu melahirkan 
sumber daya manusia di bidang jurnalistik yang berkarakter 
dan menjungjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, loyalitas terhadap negara, 
bangsa dan masyarakat.  
 
B. Sasaran Program 
Program pendidikan dan pelatihan jurnalistik konvergensi 
media berbasis karater ini akan berlangsung selama 4 (empat) 
minggu. Program ini ditujukan kepada wartawan dengan 
pembagian jenjang pelatihan sebagai berikut: 
- Tingkat dasar, yaitu mereka yang masuk dalam kelompok 
wartawan pemula atau reporter dan yang setara lainnya. 
- Tingkat menengah, yaitu para redaktur dan penulis senior, 
yang masuk dalam kelompok wartawan madya dan yang 
setara lainnya. 
- Tingkat lanjut, yaitu para redaktur pelaksana dan 
penanggung jawab redaksi media massa. 
 
C. Kriteria Peserta 
Peserta pendidikan dan pelatihan jurnalisme berbasis karakter 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
- Wartawan yang bekerja di media cetak, radio, televisi, dan 
online yang bertugas diwilayah provinsi setempat. 
- Setiap calon peserta didik, harus mendapatkan penugasan 
belajar atau izin dari pimpinan media yang bersangkutan. 
Tujuannya, agar mereka dapat berkonsentrasi, fokus dan 
penuh disiplin, dalam mengikuti proses belajar-mengajar. 
- Lulus mengikuti seleksi penerimaan calon peserta didik 
secara tertulis dan wawancara. 
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- Menyertakan riwayat pengalaman kerja menjadi wartawan 
serta menyerahkan bukti minimal tiga buah karya 
jurnalistik. 
 
Mekanisme seleksi bagi calon peserta didik ditentukan sebagai 
berikut: 
- Jumlah peserta didik dalam setiap angkatan dibatasi paling 
banyak 20 orang. Tujuannya, agar dapat dicapai efektivitas 
dan hasil prestasi belajar yang maksimal. 
- Setiap calon peserta tingkat dasar diwajibkan memiliki 
pengalaman minimal 6 (enam) bulan bekerja sebagai 
wartawan. 
- Setiap calon peserta diwajibkan mengikuti tes seleksi 
melalui wawancara dan tertulis untuk memastika peserta 
telah memiliki bekal pengetahuan dasar tentang jurnalistik. 
 
D. Kriteria Pengajar/Narasumber 
Persyaratan menjadi tenaga pengaja/narasumber SJI-PWI 
ditentukan sebagai berikut: 
- Mempunyai integritas kepribadian akhlakul karimah 
(berkarakter yang baik) 
- Akademisi di bidang komunikasi dan jurnalistik yang 
telah memiliki pengalaman mengajar lebih dari tiga 
tahun.  
- Praktisi yang memiliki pengalaman dan pengetahuan 
jurnalistik yang mumpuni, diutamakan mereka yang 
telah memiliki daan menggeluti profesi jurnalistik cukup 
lama dan berpengalaman menduduki jabatan unsur 
pimpinan di media massa. 
- Memiliki kemampuan kompetensi mengajar di bidang 
keahlian atau keterampilan mata pelajaran yang 
diminatinya. 
- Telah mengikuti TOT yang diselenggarakan oleh 








Kegiatan penilaian merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dalam kegiatan proses pendidikan, baik pada level 
makro maupun mikro. Penilaian dilakukan untuk melihat 
pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai 
proses implementasi kegiatan pendidikan secara keseluruhan. 
Hasil dari penilaian dapat dijadikan standar untuk menentukan 
apakah peserta didik itu lulus atau harus mengulang. 
Selain itu juga penilaian dapat dilakukan terhadap suatu 
program pendidikan dan pelatihan yang komponennya meliputi: 
tujuan yang ingin dicapai, isi program yang disajikan, strategi 
belajar mengajar yang diterapkan, serta bahan-bahan ajar yang 
digunakan. Proses pelaksanaan yang dijadikan sasaran penilaian 
terutama proses belajar mengajar yang berlangsung di lapangan, 
sedangkan hasil-hasil yang dicapai mengacu pada pencapaian 
tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. 
Penilaian yang dilakukan pada kegiatan pelatihan 
jurnalistik dilakukan terhadap, pertama   peserta baik aspek 
sikap, pengetahuan maupun keterampilannya, hal ini dilakukan 
untuk mengetahui hasil pembelajaran, kedua terhadap  
fasilitator/pelatih, ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 
fasilitator/pelatih dalam menyampaikan materi pembelajaran 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, ketiga terhadap 
penyelenggara, untuk mengetahui pelaksanaan administrasi 
pelatihan. Pada akhir pelatihan sebagai bukti bahwa peserta telah 
mengikuti kegiatan pelatihan dan dilakukan penilaian yang 
disahkan melalui pemberian sertifikat dengan ketentuan apabila 
yang bersangkutan mengikuti pelatihan sekurang-kurangnya 
selama 90% dari alokasi waktu pelatihan serta nilai dari ke tiga 
aspek yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan dan mereka 









Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dan pelatihan 
jurnalistik ini adalah ditentukan oleh kesiapan kurikulum yang 
sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di era digital 
serta  kesiapan sumber daya manusia baik dari aspek peserta 
pelatihan maupun narasumber sebagai pelatih. Oleh karena itu 
melalui panduan ini diharapkan narasumber/pelatih dapat 
mengimplementasikan dan menyusun laporan pencapaian hasil 
setiap peserta pelatihan. Semoga para pelatih dapat diberikan 
kemampuan dan kemudahan dalam memahami panduan ini serta 
mampu melaksanakan dalam proses pembelajaran dalam upaya 
melahirkan para wartawan yang memiliki integritas kepribadian 
dan mutu tulisan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas 
hidup manusia di dunia dan akhirat. 
Kurikulum pendidikan dan pelatihan jurnalistik berbasis 
karakter yang meliputi standar kompetensi, standar isi, struktur 
kurikulum, silabus, RPP serta proses pembelajaran berdasarkan 
temuan penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas 
jurnalis yang berkarakter unggul dan berdaya saing di era digital. 
Oleh karena itu penulis berharap pedoman ini terus dipelajari dan 
dikritisi supaya ke depan dunia jurnalistik lebih berkualitas dan 
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RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN (RPP) 
 
RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN (RPP) 




Nama Pelatihan  : Diklat Jurnalisme Kovergensi Media Tingkat Dasar 
Nama Mata Diklat  : Peran dan Fungsi Pers 
Jumlah Jam    : 2x60 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 
Menghayati peran dan fungsi pers dalam konteks berbangsa, bernegara, dan beragama. 
 
KOMPETENSI DASAR 
 Menghayati tujuan penciptaan manusia di muka bumi sebagai khalifah 
 Menghayati peran dan fungsi pers dalam dalam perspektif hukum Negara 
 Menghayati peran dan fungsi pers dalam perspektif agama Islam 
 Menerapkan peran dan fungsi pers dalam menjalankan tugas jurnalistik 
 
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 Mengidentifikasi tujuan penciptaan manusia di muka bumi sebagai khalifah 
 Mengidentifikasi peran dan fungsi pers dalam dalam perspektif hukum Negara 
 Mengidentifikasi peran dan fungsi pers dalam perspektif agama Islam 
 Menerapkan peran dan fungsi pers dalam menjalankan tugas jurnalistik 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Peserta mampu menganalisa apa tujuan penciptaan manusia di muka bumi. 
 Peserta mampu menyebutkan apa saja peran dan fungsi pers dalam perspektif 
hukum negara. 
 Peserta mampu menyebutkan apa saja peran dan fungsi pers dalam perspektif 
agama Islam. 




 Tujuan penciptaan manusia di muka bumi sebagai khalifah. 
 Peran dan fungsi pers dalam perspektif hukum negara sebagai pilar keempat 
demokrasi. 
 Peran dan fungsi pers dalam perspektif Islam yang meliputi mendidik 
masyarakat  (ta’bid al-ummah); mencari dan menggali informasi/pengetahuan 
serta menyebarkan informasi (ta’lim) yang benar dan bermanfaat;  melakukan 
filterisasi dan konfirmasi (tabayyun) terhadap berbagai informasi global untuk 
membentengi umat Islam dari pengaruh buruk informasi (fitnah) global; 
mengajak dan menasihati umat dengan cara yang baik untuk mengikuti jalan 
hidup Islam yang diridhai Allah (dakwah ilallah); membela dan menegakkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia; memberikan kesaksian 
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atau mengungkap fakta dengan adil, Memerintahkan kebaikan (amar ma’ruf) 
dan mencegah kemungkaran (nahyi munkar); menghalalkan yang baik dan 
mengharamkan yang buruk, memberi peringatan kepada pelaku kejahatan 
(nadziran); memberi kabar gembira/hiburan kepada para pelaku kebaikan 
(basyiran); membela kepentingan kaum yang lemah (imdad al-mustadh’afin) dan 
membebaskan umat dari beban dan belenggu yang memasung mereka, 
memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. 
 
KEGIATAN PELATIHAN 
 Pendahuluan (15 menit) 
Salam 
Berdo’a 
Wawasan dan harapan 
 Kegiatan inti (75 menit) 
Proses kegiatan inti dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hasil 
pengembangan  model pelatihan Iskandar yaitu : 
a. Needs Identify (Identifikasi Kebutuhan). Peserta pelatihan diberi tugas untuk 
mencari dan menemukan kebutuhan yang diperlukan tentang peran dan 
fungsi pers (mencurahkan gagasan). 
b. Learning Objective (Menyusun Tujuan). Peserta diajak untuk merumuskan 
tujuan yang ingin dicapai dari materi pelatihan yang disampaikan tentang 
peran dan fungsi pers. 
c. Developing Material (Mengembangakan Materi). Pada tahap ini peserta dan 
pelatih bersama-sama mengkaji materi pelatihan tentang peran dan fungsi 
pers dari berbagai sudut pandang atau mengaitkan materi tersebut dengan 
ilmu-ilmu lain. Salah satu penyajiannya pengembangan materi ini melalui 
pendekatan peta konsep (concept map). 
d. Training Activity (Kegiatan Pelatihan). Peserta setelah diberi tugas 
kemudian pelatih menentukan bahan belajar, metode dan media yang akan 
digunakan  sesuai denga materi peran dan fungsi pers 
e. Evaluation (Evaluasi). Pelatih membagikan lembar kerja untuk diisi oleh 
peserta untuk mengetahui daya serap dan penerimaan peserta pelatihan 
terhadap berbagai materi yang telah disampaikan. Sekaligus penyelenggara 
dapat menentukan langkah tindak lanjut yang harus dilakukan. 
 Penutup (30 menit) 
Evaluasi secara tertulis terkait materi yang telah disampaikan 
Evaluasi secara lisan terkait materi yang telah disampaikan 
 
SUMBER DAN ALAT 
 Sumber Belajar 
Astuti, S. A. (2015). Kebebasan Pers dan Etika Pers dalam Perspektif  Hukum 
Islam. Yogyakarta: Genta Publishing. 
Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Dakwah Teori Pendekatan dan Aplikasi, 




Lembar Kerja Peserta 
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Alat Tulis, dll 
 
PENILAIAN HASIL PELATIHAN 
 Teknik Penilaian: Tes Tertulis 














































RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN (RPP) 
Diimplementasikan Pada Uji Lapangan Terbatas Putaran 2 
 
IDENTITAS 
Nama Pelatihan  : Diklat Jurnalisme Kovergensi Media Tingkat Dasar 
Nama Mata Diklat  : Etika Komunikasi Massa dalam Perspektif Islam 
Jumlah Jam    : 2x60 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 
Memahami dan menerapkan etika komunikasi massa dalam perspektif Islam. 
 
KOMPETENSI DASAR 
 Memahami ciri-ciri komunikasi massa 
 Memahami media yang digunakan dalam komunikasi massa 
 Memahami prinsip komunikasi massa berdasarkan hadist. 
 
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 Mengidentifikasi ciri-ciri komunikasi massa. 
 Mengidentifikasi media yang digunakan dalam komunikasi massa. 
 Mengidentifikasi prinsip komunikasi massa dalam perspektif Islam. 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Peserta mampu menganalisa dan menyebutkan ciri-ciri komunikasi massa. 
 Peserta mempu menganalisa dan menyebutkan media yang digunakan dalam 
komunikassi massa. 
 Peserta mampu menganalisa dan menyebutkan prinsip komunikasi massa dalam 
perspektif Islam. 
 Peserta mampu menjawab minimal 80% pertanyaan terkait Etika Komunikasi 
Massa dalam Perspektif Islam. 
 
MATERI DIKLAT 
 Ciri komunikasi massa, meliputi: (a) pesan bersifat umum, (b) komunikannya 
anonim dan heterogen, (c) media massa menimbulkan keserempakan, (d) 
komunikasi lebih mengutamakan isi daripada hubungan, (e) komunikasi massa 
yang bersifat satu arah, (f) stimulasi alat indera yang terbatas, dan (g) umpan 
balik tertunda dan tidak langsung. 
 Komunikasi yang berakhlak al-karimah artinya komunikasi yang bersumber dari 
Al-Qur’an dan hadist. Beberapa prinsip komunikasi yang bersumber dari hadist, 
diantaranya: Qulil haqqa walaukana murran (katakanlah apa yang benar 
walaupun pahit rasanya); Falyakul khairan au liyasmut (katakanlah bila benar, 
jika tidak diamlah); Laa takul qabla tafakur (janganlah berbicara sebelum 
berfikir terlebih dahulu); bicara yang baik-baik saja, sebagaimana diriwayatkan 
oleh Ibnu Abi Dunya ―Sebutkanlah apa-apa yang baik mengenai sahabatmu 
yang tidak hadir dalam pertemuan, terutama hal-hal yang kamu sukai terhadap 
sahabatmu itu, sebagaimana sahabatmu menyampaikan kebaikan dirimu pada 
saat kamu tidak hadir.‖; berbicara sesuai fakta dan tidak menjungkirbalikan 
fakta tersebut seperti pesan Rasul,‖Sesungguhnya Allah tidak suka kepada 
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 Pendahuluan (15 menit) 
Salam 
Berdo’a 
 Wawasan dan harapan 
 Inti (75 menit) 
Proses kegiatan inti dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hasil 
pengembangan  model pelatihan Iskandar yaitu : 
a. Needs Identify (Identifikasi Kebutuhan). Peserta pelatihan diberi tugas untuk 
mencari dan menemukan kebutuhan yang diperlukan tentang Etika 
Komunikasi Massa dalam Perspektif Islam (mencurahkan gagasan). 
b. Learning Objective (Menyusun Tujuan). Peserta diajak untuk merumuskan 
tujuan yang ingin dicapai dari materi pelatihan yang disampaikan tentang 
Etika Komunikasi Massa dalam Perspektif Islam. 
c. Developing Material (Mengembangakan Materi). Pada tahap ini peserta dan 
pelatih bersama-sama mengkaji materi pelatihan tentang Etika Komunikasi 
Massa dalam Perspektif Islam dari berbagai sudut pandang atau mengaitkan 
materi tersebut dengan ilmu-ilmu lain. Salah satu penyajiannya 
pengembangan materi ini melalui pendekatan peta konsep (concept map). 
d. Training Activity (Kegiatan Pelatihan). Peserta setelah diberi tugas 
kemudian pelatih menentukan bahan belajar, metode dan media yang akan 
digunakan  sesuai denga materi Etika Komunikasi Massa dalam Perspektif 
Islam. 
e. Evaluation (Evaluasi). Pelatih membagikan lembar kerja untuk diisi oleh 
peserta untuk mengetahui daya serap dan penerimaan peserta pelatihan 
terhadap berbagai materi yang telah disampaikan. Sekaligus penyelenggara 
dapat menentukan langkah tindak lanjut yang harus dilakukan. 
 Penutup (30 menit) 
Evaluasi secara tertulis terkait materi yang telah disampaikan 
Evauasi secara lisan terkait materi yang telah disampaikan 
 
SUMBER DAN ALAT 
 Sumber Belajar 
Ujang Saefullah, Kapita Selekta Komunikasi Pendekatan Budaya dan Agama 
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2013), h. 63. 




Lembar Kerja Peserta 
Alat Tulis, dll 
 
PENILAIAN HASIL PELATIHAN 
 Teknik Penilaian: Tes Tertulis 
 Instrumen Penilaian: Isian singkat dan essay 
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RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN (RPP) 




Nama Pelatihan  : Diklat Jurnalisme Kovergensi Media Tingkat Dasar 
Nama Mata Diklat  : Teknik Wawancara 
Jumlah Jam    : 2x60 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 
Memahami bagaimana teknik wawancara yang baik dan benar. 
 
KOMPETENSI DASAR 
 Memahami apa itu wawancara dan tujuannya. 
 Memahami bagaimana teknik wawancara yang baik dan benar. 
 Memahami perbedaan teknik reportase di setiap platform media, yaitu cetak atau 
siber, radio, dan televisi. 
 
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 Mempraktikkan wawancara yang baik dan benar 
 Mempraktikkan repotase di berbagai platform media, yaitu cetak atau siber, 
radio, dan televisi. 
 Mengidentifikasi apa saja kesalahan yang dilakukan pewawancara/reporter 
dalam melakukan proses wawancara. 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Peserta mampu menggali informasi lebih mendalam dari nara sumber untuk 
keperluan aneka penulisan reportase. 
 Peserta mampu menyusun outline sebagai pedoman wawancara. 
 Peserta mampu mempraktikkan proses wawancara untuk berbagai platform 
media, yaitu cetak atau siber, radio, dan televisi. 
 Peserta mampu mengoperasikan alat-alat teknologi yang digunakan untuk 
melakukan wawancara. 
 Peserta mampu menyajikan informasi hasil wawancara dalam bentuk berita 
cetak/online, berita siaran radio dan televisi. 
 
MATERI DIKLAT 
 Pengertian wawancara dan tujuan wawancara. 
 Persiapan dan cara-cara terbaik dalam melakukan wawancara guna menggali 
informasi yang lebih dalam dan akurat dari nara sumber.  
 Pengenalan berbagai perangkat tekonologi yang biasa digunakan jurnalis dalam 
memproduksi berita, di antaranya menggunakan ponsel sebagai perangkat utama 
memproduksi berita, kamera profesional, dan perangkat lainnya. 
 
KEGIATAN PELATIHAN 





Wawasan dan harapan 
 Inti (75 menit) 
Proses kegiatan inti dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hasil 
pengembangan  model pelatihan Iskandar yaitu : 
a. Needs Identify (Identifikasi Kebutuhan). Peserta pelatihan diberi tugas 
untuk mencari dan menemukan kebutuhan yang diperlukan tentang 
teknik wawancara (mencurahkan gagasan) 
b. Learning Objective (Menyusun Tujuan). Peserta diajak untuk 
merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari materi pelatihan yang 
disampaikan tentang teknik wawancara. 
c. Developing Material (Mengembangakan Materi). Pada tahap ini peserta 
dan pelatih bersama-sama mengkaji materi pelatihan tentang teknik 
wawancara dari berbagai sudut pandang atau mengaitkan materi tersebut 
dengan ilmu-ilmu lain. Salah satu penyajiannya pengembangan materi 
ini melalui pendekatan peta konsep (concept map). 
d. Training Activity (Kegiatan Pelatihan). Peserta setelah diberi tugas 
kemudian pelatih menentukan bahan belajar, metode dan media yang 
akan digunakan  sesuai dengan teknik wawancara. 
e. Evaluation (Evaluasi). Pelatih membagikan lembar kerja untuk diisi oleh 
peserta untuk mengetahui daya serap dan penerimaan peserta pelatihan 
terhadap berbagai materi yang telah disampaikan. Sekaligus 
penyelenggara dapat menentukan langkah tindak lanjut yang harus 
dilakukan. 
 Penutup (30 menit) 
Evaluasi secara tertulis terkait materi yang telah disampaikan 
Evauasi secara lisan terkait materi yang telah disampaikan 
 
SUMBER DAN ALAT 
 Sumber Belajar 
Samantho, A. Y. (2002). Jurnalistik Islami, Panduan Praktis Bagi Para Aktivis 
Muslim, . Bandung: Harakah. 





Lembar Kerja Peserta 
Alat Tulis, dll 
 
PENILAIAN HASIL PELATIHAN 
 Teknik Penilaian: Praktik 








RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN (RPP) 




Nama Pelatihan  : Diklat Jurnalisme Kovergensi Media Tingkat Dasar 
Nama Mata Diklat  : Video Jurnalistik 
Jumlah Jam    : 3x60 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 




Menghasilkan karya jurnalistik berupa video bernilai informasi. 
 
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 Memahami pengertian video jurnalistik dan tujuan pembuatannya. 
 Memahami bagaimana teknik pengambilan video berita straight news. 
 Memahami kamera yang digunakan untuk merekam berita audio visual. 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Peserta memahami konsep video jurnalistik dan mampu memenuhi berbagai 
kebutuhan dalam penyampaian pesan/informasi melalui video. 
 Menguasai teknik-teknik dasar videografi, komposisi gambar/video, sehingga 
mampu menghasilkan karya video bernilai jurnalistik. 
 Mampu memproduksi dan melakukan editing video jurnalistik secara sederhana. 
 
MATERI DIKLAT 
 Pengertian video  jurnalistik, yaitu teknologi untuk menangkap, merekam, 
memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya 
menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Sedangkan 
jurnalistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis data, fakta, 
atau fenomena yang terjadi dalam semua aspek terutama aspek ekonomi,sosial, 
budaya, politik dan keilmuan. Video jurnalistik adalah laporan berita yang 
dipaparkan dalam bentuk gambar gerak (rekaman video), yang sering kita lihat 
dalam media pertelevisian.  
 Pengenalan jenis kamera yan digunakan untuk memproduksi berita 
 Teknik pengambilan video jurnalistik. 
 Penyusunan rencana peliputan. 
 Praktik pengambilan video jurnalistik. 
 Editing video jurnalistik. 
 Diskusi dan tanya jawab. 
 
KEGIATAN PELATIHAN 





Wawasan dan harapan 
 Inti (135 menit) 
Proses kegiatan inti dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hasil 
pengembangan  model pelatihan Iskandar yaitu : 
a. Needs Identify (Identifikasi Kebutuhan). Peserta pelatihan diberi tugas 
untuk mencari dan menemukan kebutuhan yang diperlukan tentang 
Video Jurnalistik (mencurahkan gagasan). 
b. Training Activity (Kegiatan Pelatihan). Peserta setelah diberi tugas 
kemudian pelatih menentukan bahan belajar, metode dan media yang 
akan digunakan  sesuai dengan Video Jurnalistik. 
c. Learning Objective (Menyusun Tujuan). Peserta diajak untuk 
merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari materi pelatihan yang 
disampaikan tentang Video Jurnalistik. 
d. Developing Material (Mengembangakan Materi). Pada tahap ini peserta 
dan pelatih bersama-sama mengkaji materi pelatihan tentang teknik 
wawancara dari berbagai sudut pandang atau mengaitkan materi tersebut 
dengan ilmu-ilmu lain. Salah satu penyajiannya pengembangan materi 
ini melalui pendekatan peta konsep (concept map). 
e. Evaluation (Evaluasi). Pelatih membagikan lembar kerja untuk diisi oleh 
peserta untuk mengetahui daya serap dan penerimaan peserta pelatihan 
terhadap berbagai materi yang telah disampaikan. Sekaligus 
penyelenggara dapat menentukan langkah tindak lanjut yang harus 
dilakukan. 
 Penutup (30 menit) 
Evaluasi secara tertulis terkait materi yang telah disampaikan 
Evauasi secara lisan terkait materi yang telah disampaikan 
 
SUMBER DAN ALAT 
 Sumber Belajar 
Pengalaman pengajar yang merupakan praktisi jurnalis cetak/online, radio, dan 
televisi. 
Saiful Halim, Dasar-Dasar jurnalistik televisi, Deepublish. 2015 
 Alat 
Handycam/ Kamera Smartphone 
Laptop 
LCD 
Lembar Kerja Peserta 
Alat Tulis, dll 
 
PENILAIAN HASIL PELATIHAN 
 Teknik Penilaian: Praktik 








RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN (RPP) 




Nama Pelatihan  : Diklat Jurnalisme Kovergensi Media Tingkat Dasar 
Nama Mata Diklat  : Jurnalisme Siber 
Jumlah Jam    : 2x60 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 




Memahami teknik pembuatan berita pada media online. 
 
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 Memahami sejarah perkembangan jurnalisme dari cetak ke digital 
 Mengidentifikasi apa saja kesalahan yang dilakukan jurnalis media siber. 
 Mengimplementasikan jurnalisme siber yang berkualitas. 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Peserta mampu mengikuti perkembangan tekonologi dalam penyajian berita. 
 Peserta mampu beradaptasi dengan perubahan pola bisnis di era siber. 
 Peserta memahami etika dalam menuliskan berita di media siber. 
 Peserta mampu menjawab berbagai soal terkait jurnalisme siber. 
 
MATERI DIKLAT 
 Jurnalisme dan masyarakat era siber. 
 Persoalan etika dalam jurnalisme siber. 
 Keunggulan jurnalisme siber. 
 Teknik pengumpulan dan menulis berita pada media siber. 
 
KEGIATAN PELATIHAN 
 Pendahuluan (15 menit) 
Salam 
Berdo’a 
Wawasan dan harapan 
 Inti (75 menit) 
Proses kegiatan inti dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hasil 
pengembangan  model pelatihan Iskandar yaitu: 
a. Needs Identify (Identifikasi Kebutuhan). Peserta pelatihan diberi tugas 
untuk mencari dan menemukan kebutuhan yang diperlukan tentang 
Jurnalisme Siber ( mencurahkan gagasan). 
b. Learning Objective (Menyusun Tujuan). Peserta diajak untuk 
merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari materi pelatihan yang 
disampaikan tentang Jurnalisme Siber. 
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c. Developing Material (Mengembangakan Materi). Pada tahap ini peserta 
dan pelatih bersama-sama mengkaji materi pelatihan tentang teknik 
wawancara dari berbagai sudut pandang atau mengaitkan materi tersebut 
dengan ilmu-ilmu lain. Salah satu penyajiannya pengembangan materi 
ini melalui pendekatan peta konsep (concept map). 
d. Training Activity (Kegiatan Pelatihan). Peserta setelah diberi tugas 
kemudian pelatih menentukan bahan belajar, metode dan media yang 
akan digunakan  sesuai dengan teknik wawancara. 
e. Evaluation (Evaluasi). Pelatih membagikan lembar kerja untuk diisi oleh 
peserta untuk mengetahui daya serap dan penerimaan peserta pelatihan 
terhadap berbagai materi yang telah disampaikan. Sekaligus 
penyelenggara dapat menentukan langkah tindak lanjut yang harus 
dilakukan. 
 Penutup (30 menit) 
Evaluasi secara tertulis terkait materi yang telah disampaikan 
Evalusasi hasil karya 
 
SUMBER DAN ALAT 
 Sumber Belajar 
Wendratama, Jurnalisme Online, Bentang B first, 2017 
M. Badri, Jurnalisme Siber, Penerbit Creative 






PENILAIAN HASIL PELATIHAN 
 Teknik Penilaian: Praktik dan Tertulis 
 Instrumen Penilaian: Hasil karya berita dan soal essay 
Soal: 
Memaparkan perkembangan jurnalisme dan pola konsumsi berita masyarakat di 
era siber. 
Memaparkan persoalan etika dalam jurnalisme siber. 
Memaparkan keunggula jurnalis di era siber. 
Praktik pengumpulan berita dan menulis berita berkualitas untuk media siber. 
Presentasi hasil berita. 













RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN (RPP) 




Nama Pelatihan  : Diklat Jurnalisme Kovergensi Media Tingkat Dasar 
Nama Mata Diklat  : Profesionalisme Pers dalam Perspektif  Islam 
Jumlah Jam    : 2x60 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 




 Memahami karakter pers profesional dalam perspektif Islam 
 Memahami ayat-ayat Al-Qur’an terkait profesionalitas 
 Memahami penyebab sulit berkembangnya pers Islam 
 
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 Memahami karakter pers profesional dalam perspektif Islam 
 Memahami ayat-ayat Al-Qur’an terkait profesionalitas 
 Memahami penyebab sulit berkembangnya pers Islam 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Peserta mampu menyebutkan karakter pers profesional dalam perspektif Islam. 
 Peserta mampu menganalisis dan menghayati ayat-ayat Al-Qur’an terkait 
profesionalitas. 
 Mengidentifikadi penyebab sulit berkembangnya pers Islam 
 
MATERI DIKLAT 
 Faktor penyebab pers Islam sulit berkembang atau berhenti terbit, yaitu (a) 
terbatasnya modal, (b) kurang profesional, (c) minat baca umat yang rendah, dan 
(d) kurang menarik bagi kalangan menengah ke atas. 
 Ciri jurnalis profesional dalam perspektif Islam meliputi:Memiliki skill atau 
kemampuan pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, 
memiliki kode etik, memiliki tanggung jawab profesi (responsibility) dan 
integritas pribadi (integrity) yang tinggi, baik terhadap dirinya sebagai insan pers 
atau terhadap publik, narasumber, pimpinan organisasi, perusahaan maupun 
menjaga nama baik bangsa dan negaranya, memiliki jiwa pengabdian kepada 
publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. 
 
KEGIATAN PELATIHAN 
 Pendahuluan (15 menit) 
Salam 
Berdo’a 
Wawasan dan harapan 
 Inti (75 menit) 
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Proses kegiatan inti dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hasil 
pengembangan  model pelatihan Iskandar yaitu: 
a. Needs Identify (Identifikasi Kebutuhan). Peserta pelatihan diberi tugas 
untuk mencari dan menemukan kebutuhan yang diperlukan tentang 
Profesionalisme Pers dalam Perspektif  Islam (mencurahkan gagasan). 
b. Learning Objective (Menyusun Tujuan). Peserta diajak untuk 
merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari materi pelatihan yang 
disampaikan tentang teknik wawancara. 
c. Developing Material (Mengembangakan Materi). Pada tahap ini peserta 
dan pelatih bersama-sama mengkaji materi pelatihan tentang teknik 
wawancara dari berbagai sudut pandang atau mengaitkan materi tersebut 
dengan ilmu-ilmu lain. Salah satu penyajiannya pengembangan materi 
ini melalui pendekatan peta konsep (concept map). 
d. Training Activity (Kegiatan Pelatihan). Peserta setelah diberi tugas 
kemudian pelatih menentukan bahan belajar, metode dan media yang 
akan digunakan  sesuai dengan Profesionalisme Pers dalam Perspektif  
Islam. 
e. Evaluation (Evaluasi). Pelatih membagikan lembar kerja untuk diisi oleh 
peserta untuk mengetahui daya serap dan penerimaan peserta pelatihan 
terhadap berbagai materi yang telah disampaikan. Sekaligus 
penyelenggara dapat menentukan langkah tindak lanjut yang harus 
dilakukan. 
 Penutup (30 menit) 
Evaluasi secara tertulis terkait materi yang telah disampaikan 
Evauasi secara lisan terkait materi yang telah disampaikan 
 
SUMBER DAN ALAT 
 Sumber Belajar 
Zakiah, Kiki. (2010). Profesionalisme Pers Islam dalam Menjalankan Jurnalisme 





Lembar Kerja Peserta 
Alat Tulis, dll 
 
PENILAIAN HASIL PELATIHAN 
 Teknik Penilaian: Tertulis 











RENCANA PELAKSANAAN PELATIHAN (RPP) 




Nama Pelatihan  : Diklat Jurnalisme Kovergensi Media Tingkat Dasar 
Nama Mata Diklat  : Konvergensi dan Konglomerasi Media 
Jumlah Jam    : 2x60 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 
Memahami konvergensi media beserta tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik dan 
bentuk-bentuk konglomerasi media dan dampaknya. 
 
KOMPETENSI DASAR 
 Memahami pola penyebaran informasi di era konvergensi media. 
 Memahami pola kepemilikan binsis media serta dampak positif dan negatifnya.  
 
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 Mengidentifikasi pola penyebaran informasi di era konvergensi media. 




 Peserta mampu menjelaskan tentang konvergensi media dampaknya terhadap 
pola kerja jurnalis. 
 Peserta mampu menjadi jurnalis yang siap bersaing di era konvergensi. 
 Peserta mampu menjelaskan apa yang dimaksud konglomerasi dan pola 




 Konvergensi media, fenomena baru dunia jurnalistik 
 Tantangan konvergensi media 
 Bentuk-bentuk konvergensi media 
 Konglomerasi media beseta dampak positif dan negatifnya 
 
KEGIATAN PELATIHAN 




 Inti (75 menit) 
Proses kegiatan inti dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hasil 
pengembangan  model pelatihan Iskandar yaitu: 
a. Needs Identify (Identifikasi Kebutuhan). Peserta pelatihan diberi tugas 
untuk mencari dan menemukan kebutuhan yang diperlukan tentang 
Konvergensi dan Konglomerasi Media (mencurahkan gagasan). 
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b. Learning Objective (Menyusun Tujuan). Peserta diajak untuk 
merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari materi pelatihan yang 
disampaikan tentang Konvergensi dan Konglomerasi Media. 
c. Developing Material (Mengembangakan Materi). Pada tahap ini peserta 
dan pelatih bersama-sama mengkaji materi pelatihan tentang teknik 
wawancara dari berbagai sudut pandang atau mengaitkan materi tersebut 
dengan ilmu-ilmu lain. Salah satu penyajiannya pengembangan materi 
ini melalui pendekatan peta konsep (concept map). 
d. Training Activity (Kegiatan Pelatihan). Peserta setelah diberi tugas 
kemudian pelatih menentukan bahan belajar, metode dan media yang 
akan digunakan  sesuai dengan Konvergensi dan Konglomerasi Media. 
e. Evaluation (Evaluasi). Pelatih membagikan lembar kerja untuk diisi oleh 
peserta untuk mengetahui daya serap dan penerimaan peserta pelatihan 
terhadap berbagai materi yang telah disampaikan. Sekaligus 
penyelenggara dapat menentukan langkah tindak lanjut yang harus 
dilakukan. 
 Penutup (30 menit) 
Evaluasi secara tertulis terkait materi yang telah disampaikan 
Evauasi secara lisan terkait materi yang telah disampaikan 
 
SUMBER DAN ALAT 
 Sumber Belajar 
Epkamarsa, Hutama. (2014). Perkembangan Konvergensi Media di Indonesia. 
Jakarta: FISIP UI. 
Tim Mercu Buana. (2012). The Reposition of Communication in the Dynamic of 
Convergence. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 





Lembar Kerja Peserta 
Alat Tulis, dll 
 
PENILAIAN HASIL PELATIHAN 
 Teknik Penilaian: Tes Tertulis 












KODE ETIK JURNALISTIK 
 
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi 
manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan 
pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan 
berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan 
meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan 
kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari 
adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman 
masyarakat, dan norma-norma agama.   
 
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, 
pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut 
profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.    Untuk 
menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk 
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia 
memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman 
operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan 
integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan 
Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:   
 
Pasal 1 
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan 
berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 
 
Penafsiran  
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai 
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan 
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. 
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif 
ketika peristiwa terjadi. 
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan 
setara. 
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja 




Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional 
dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 
 
Penafsiran 
Cara-cara yang profesional adalah: 
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 
b. menghormati hak privasi; 
c. tidak menyuap; 
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; 
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran 
gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang 
sumber dan ditampilkan secara berimbang; 
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam 
penyajian gambar, foto, suara; 
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan 
wartawan lain sebagai karya sendiri; 
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk 
peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.  
  
Pasal 3 
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan 
secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang 
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 
 
Penafsiran 
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck 
tentang kebenaran informasi itu. 
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu 
pemberitaan kepada masingmasing pihak secara 
proporsional. 
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. 
Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat 
yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. 





Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, 
sadis, dan cabul. 
 
Penafsiran 
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya 
oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta 
yang terjadi. 
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara 
sengaja dengan niat buruk. 
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis 
dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-
mata untuk membangkitkan nafsu birahi. 
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan 
mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. 
   
Pasal 5 
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan 
identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan 
identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 
 
Penafsiran 
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut 
diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. 




Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan 
tidak menerima suap. 
 
Penafsiran 
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang 
mengambil keuntungan pribadi  atas informasi yang 
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diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi 
pengetahuan umum. 
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda 
atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi 
independensi.   
 
Pasal 7 
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi 
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun 
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi 




a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas 
dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan 
keluarganya. 
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita 
sesuai dengan permintaan narasumber. 
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data 
dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa 
menyebutkan narasumbernya. 
d. ―Off the record‖ adalah segala informasi atau data dari 
narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.   
 
Pasal 8 
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita 
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang 
atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis 
kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat 
orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 
 
Penafsiran 
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai 
sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. 




Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang 
kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 
 
Penafsiran 
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri 
dan berhati-hati. 
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang 
dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan 
publik.    
 
Pasal 10 
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan 
memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai 




a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik 
karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. 
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait 
dengan substansi pokok.  
 
Pasal 11 




a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang 
untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap 
pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan 
kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik 
tentang dirinya maupun tentang orang lain. 
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu 
diperbaiki.    
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PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER 
 
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan 
kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia 
juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, 
kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber 
memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar 
pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi 
fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu 
Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan 
masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai 
berikut: 
 
1. Ruang Lingkup 
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang 
menggunakan wahana internet dan melaksanakan 
kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-
Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang 
ditetapkan Dewan Pers. 
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah 
segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh 
pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, 
komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan 
yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, 
komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 
 
2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita 
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. 
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan 
verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip 
akurasi dan keberimbangan. 




1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik 
yang bersifat mendesak; 
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang 
jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan 
kompeten; 
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak 
diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat 
diwawancarai; 
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca 
bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi 
lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu 
secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir 
dari berita yang sama, di dalam kurung dan 
menggunakan huruf miring. 
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media 
wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi 
didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita 
pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang 
belum terverifikasi. 
 
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) 
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan 
mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers 
dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara 
terang dan jelas. 
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk 
melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses 
log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan 
semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai 
log-in akan diatur lebih lanjut. 
c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan 
pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan 
Pengguna yang dipublikasikan: 
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 
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2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan 
kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan 
antargolongan (SARA), serta menganjurkan 
tindakan kekerasan; 
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan 
jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan 
martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, 
atau cacat jasmani. 
d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk 
mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang 
bertentangan dengan butir (c). 
e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan 
Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan 
pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di 
tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. 
f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan 
melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna 
yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), 
sesegera mungkin secara proporsional selambat-
lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. 
g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir 
(a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas 
masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang 
melanggar ketentuan pada butir (c). 
h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna 
yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi 
setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).   
 
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab 
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-
Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak 
Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. 
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada 
berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. 
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c.  Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib 
dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak 
jawab tersebut. 
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan 
media siber lain, maka: 
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita 
terbatas pada berita yang dipublikasikan di media 
siber tersebut atau media siber yang berada di 
bawah otoritas teknisnya; 
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media 
siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain 
yang mengutip berita dari media siber yang 
dikoreksi itu; 
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah 
media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita 
sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan 
atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab 
penuh atas semua akibat hukum dari berita yang 
tidak dikoreksinya itu. 
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang 
tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus 
juta rupiah). 
 
5. Pencabutan Berita 
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut 
karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, 
kecuali  terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan 
anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan 
pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. 
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan 
berita dari media asal yang telah dicabut. 
c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan 






a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara 
produk berita dan iklan. 
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi 
berbayar wajib mencantumkan keterangan ‖advertorial‖, 
‖iklan‖, ‖ads‖, ‖sponsored‖, atau kata lain yang 
menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah 
iklan. 
 
7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan 
yang berlaku. 
 
8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan 
Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara 
terang dan jelas. 
 
9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai 
pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini 


















UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 






Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa 
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, 
suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik 
maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 
media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran 
yang tersedia. 
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang 
menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media 
cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta 
perusahaan media lainnya yang secara khusus 
menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan 
informasi. 
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani 
media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta 
masyarakat umum dalam memperoleh informasi. 
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan 
kegiatan jurnalistik. 
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan 
organisasi perusahaan pers. 
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh 
perusahaan pers Indonesia. 
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh 
perusahaan asing. 
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian 
atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau 
disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang 
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bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau 
kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak 
berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. 
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah 
penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran 
secara paksa atau melawan hukum. 
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk 
menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya 
dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. 
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang 
untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap 
pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi 
atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan 
oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi 
atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau 
gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers 
yang bersangkutan. 
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi 








Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat 




(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media 
informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 
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(2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional 
dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.  
 
Pasal 4 
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 
negara. 
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, 
pembredelan atau pelarangan penyiaran. 
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional 
mempunyai hak mencari, memperoleh, dan 
menyebarluaskan gagasan dan informasi. 
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan 
hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.   
 
Pasal 5 
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan 
opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa 
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab. 
(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.  
 
Pasal 6 
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:  
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong 
terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, 
serta menghormat kebhinekaan; 
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi 
yang tepat, akurat dan benar; 
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap 
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; 











(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.  
(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.   
 
Pasal 8 
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat 






(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak 
mendirikan perusahaan pers. 




Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan 
karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau 
pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. 
   
Pasal 11 
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui 
pasar modal.   
 
Pasal 12 
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan 
penanggung jawab secara terbuka melalui media yang 
bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan 






Perusahaan pers dilarang memuat iklan:  
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau 
mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta 
bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; 
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.   
 
Pasal 14 
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, 
setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan 





(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan 
meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan 
Pers yang independen. 
(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 
a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan 
pihak lain; 
b. melakukan pengkajian untuk pengembangan 
kehidupan pers; 
c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik 
Jurnalistik; 
d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan 
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus 
yang berhubungan dengan pemberitaan pers; 
e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, 
dan pemerintah; 
f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam 
menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan 
meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; 
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g. mendata perusahaan pers;   
(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari: 
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi 
perusahaan pers; 
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau 
komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh 
organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers; 
(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh 
anggota. 
(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan 
sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode 
berikutnya. 
(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: 
a. organisasi pers; 
b. perusahaan pers; 
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak 






Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers 
asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.    
 
BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
  
Pasal 17 
(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk 
mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak 
memperoleh informasi yang diperlukan. 
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(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
berupa: 
a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai 
pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan 
yang dilakukan oleh pers; 
b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers 
dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers 






(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja 
melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau 
menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima 
ratus juta rupiah). 
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) 
dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 






(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan 
perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta 
badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap 
menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau 




(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya 
undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan 
ketentuan undang-undang ini dalam waktu 
selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya 







Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah 
terakhir dengan Undangundang Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia); 
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang 
Pengamanan Terhadap Barangbarang Cetakan yang Isinya 
Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) 
sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, 
surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-
penerbitan berkala; 
 







Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
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ia pernah menjadi guru di SMP Muhammadiyah 3 Plaju pada 
1989 sambil menyelesaikan studinya pada Fakultas Tarbiyah 
IAIN Raden Fatah Palembang. Tahun 1991 ia menjajal karir 
barunya sebagai Wartawan Harian Umum Sumatera Express pada 
1991. Selanjutnya ia dipercaya memegang jabatan pada beberapa 
surat kabar, di antaranya Redaktur Tabloid Barometer tahun 1993, 
Redaktur Pelaksana Surat Kabar Suara Rakyat Semesta tahun 
1998, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Media Sumatera 
tahun 1999.  
Iskandar juga aktif sebagai Penguji Utama Standar 
Kompetensi Wartawan (SKW) PWI Pusat sejak 2012, Anggota 
Dewan Redaksi Media Group sejak 2017, dan Ahli Pers PWI 
Pusat sejak 2018. 
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Pendidikan nonformal yang pernah Iskandar ikuti, di 
antaranya Pendidikan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) 
Sema Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang (1986), 
Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) 
Universitas Sriwijaya Palembang (1988), Pendidikan Profesi 
Kewartawanan dan Fotografi Badko HMI Bagian Barat HMI 
Cabang Ciputat Jakarta (1990). Orientasi Kewaspadaan Nasional 
(Orpadnas) bagi OKP Kota Palemban (1991), Pembekalan 
tentang Kamla dan Binpotnaskuatmar bagi Wartawan di Sesko 
TNI AL Jakarta (1994), Karya Latihan Wartawan (KLW) PWI 
Cabang Sumatera Selatan di Palembang (1996), Lokakarya 
Peningkatan Profesionalisme Kewartawanan Deppen RI di Medan 
(1996), Penataran P4 bagi Redaktur Media dan Pelaku 
Komunikasi Massa se-Indonesia Angkatan I oleh BP7 Pusat di 
Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat (1997). 
Pendidikan nonformal lainnya, yaitu Pelatihan Jurnalistik 
bagi Redaktur Lampung Post oleh Lembaga Pers Dr. Soetomo di 
Bandung (2005), ESQ Leadership Training di Bandar Lampung 
(2007), Uji Kompetensi Wartawan Utama dinyatakan kompeten 
oleh Dewan Pers dan PWI Pusat di Bandar Lampung (2011). Ia 
juga pernah menerima Penghargaan Nawala Kakancingan dari 
Kesultanan Surakarta oleh Paku Buwono XIII dengan gelar KRA 
Iskandar Zulkarnian Pranowodiningrat pada tahun 2016. 
Beberapa pengalaman organisasi Iskandar, di antaranya 
Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah 
Palembang, Pengurus KMA-PBS IAIN Raden Fatah Palembang, 
Ketua LAPMI HMI Cabang Palembang, Sekretaris Umum HMI 
Cabang Palembang, Sekretaris Umum HMI Badko Sumbagsel, 
Ketua Biro Penbitmasmed DPD Golkar Sumsel, Ketua Biro 
Kesejahteraan PWI Sumsel, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI 
Lampung, Ketua Yayasan Keluarga Besar dan Alumni SMAN 8 
Palembang 2010, Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung, 
Ketua Takmir Masjid Al-Huda Kemiling Bandar Lampung, Wakil 
Ketua ICMI Orwil Lampung, Ketua Bidang Media dan Humas 
KONI Lampung, Sekretaris Dewan Penasehat KAHMI Lampung, 
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Pengurus Perkumpulan Ahli dan Dosen RI (ADRI) Lampung, dan 
Pengurus DPD Patri Lampung. 
Sebagai seorang jurnalis, Iskandar juga kerap membidani 
lahirnya karya tulis di antaranya Tim Penulis Buku Polda 
Sumbagsel dari Masa ke Masa di Palembang (1995), Tim Penulis 
Buku Wanita dan Pembangunan di Palembang (1996), Penulis 
dan Penyusun Buku Kanker oleh Yayasan Kanker Indonesia 
(YKI) Sumsel di Palembang (2000), Tim Penulis Buku Biografi 
Oermarsono (Gubernur Lampung) (2002), Tim Penyusun 100 
Tokoh Terkemuka Lampung versi Lampung Post (2008), Ketua 
Tim Penyusun Buku Apa & Siapa 550 Wakil Rakyat Lampung 
oleh Lampung Post (2010), Tim Editor Buku Anak-anak 
Menggali Tokoh oleh Reporter Cilik Lampung Post (2011), Tim 
Editor Buku Merajut Lampung oleh Reporter Cilik Lampung Post 
(2013), Tim Advisor Buku Inspirasi Merajut Lampung 
Bermartabat oleh Lampung Post (2014). 
Iskandar juga pernah menjadi Tim Advisor Buku apa & 
Siapa 717 Wakil Rakyat Lampung oleh Lampung Post tahun 
2015, Anggota Tim Pengarah Buku 50 Tokoh Inspiratif Unila 
oleh Biro Perencanaan dan Humas Unila (2015), Wakil 
Koordinator Pelaksana Tim Penyusun Buku Bhayangkara 
Melintas Badai oleh Polda Lampung (2016), Penanggungjawab 
Penyusun Buku Tionghoa Membangun Peradaban Lampung oleh 
Lampung Post (2016), Penanggungjawab Penyusun Buku Tajuk 
(Politik Redaksional Lampung Post) oleh Lampung Post (2016), 
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R. Masykur lahir di Garut, 2 April 
1966. Putera ketiga dari 12 bersaudara hasil 
pernikahan H. Harun Al-Rasyid dan Hj. 
Sopiah ini merampungkan pendidikan 
formal di SD Negeri 1 Garut tahun 1980, 
MTs Darussalam tahun 1983, dan SPG Ar-
Rahim Nahdatul Ulama Garut tahun 1985. 
Pada 1991 Masykur berhasil meraih gelar 
Drs. dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN SGD Bandung, sementara pendidikan magister dan doktor ia 
selesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia dengan 
spesialisasi Pengembangan Kurikulum tahun 1998 dan 2008.  
Pendidikan nonformal yang pernah ia ikuti diantaranya 
Pendidikan Agama Dalam Perspektif Multi Kultural Balitbang 
Departemen Agama RI (2005), Workshop Manajemen Perguruan 
Tinggi Kerjasama Departemen Agama RI dengan IAIN 
Palembang (2000), dan Participatory Action Research Bagi 
Dosen PTAI Kerjasama Departemen Agama RI dengan STAIN 
Surakarta (2004).   
Masykur menikah dengan Dra. Lala Siti Romlah. Pasangan 
ini dikaruniai tiga orang anak, yaitu Syifa Zakia Nurlatifah, M.Si., 
Fauzan Latif Muhammad, Hafidz Fazlurrahman.  
Sejak 1995 Masykur telah mengabdikan diri pada dunia 
pendidikan. Sederet amanah yang pernah ia emban di antaranya 
Sekretaris Jurusan KI  FT IAIN Raden Intan, Sekretaris BPKKN 
IAIN Raden Intan, Ketua Desa Binaan FT  IAIN Raden Intan,
 dan Ketua Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Raden 
Intan. 
Saat ini Masykur aktif sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah 
UIN Raden Intan Lampung, Dosen Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Lampung, Sekretaris Himpunan 
Pengembang Kurikulum Indonesia (HIPKIN) Provinsi Lampung, 
Koordinator Madrasah Development Center, Dosen Pascasarjana 
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UIN Raden Intan Lampung dan Pascasarjana Saburai. Sejak 2015 
ia menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan 
Kerja Sama. 
Sebagai tenaga pendidik dengan sederet jabatan struktural, 
Masykur terbilang produktif menghasilkan karya ilmiah. 
Beberapa penelitian yang ia lahirkan, yaitu Kontribusi Kinerja 
Komite Madrasah dan Kepemimpinan Kepala Madrasah 
Terhadap Mutu Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah (20110, 
Pengaruh Suvervisi Kepala Madrasah dan Motivasi Kerja Guru 
Terhadap Kepuasaan Kerja Guru Madrasah Aliyah Tanjung 
Karang (2013), Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi Jurusan 
Prodi Matematika IAIN Raden Intan Lampung (2014), 
Menumbuhkan Etos Kerja Melalui Pendekatan Manajemen Qolbu 
pada Masyarakat Binaan Pengrajin Pembuatan Kerupuk Pangsit 
(2014), Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah 
Negeri 2 Kota Bandar Lampung (2016), dan Implementasi 
Kurikulum KKNI Program Studi Pendidikan Matematika FTK 
UIN Raden Intan Lampung (2017). 
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